PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERUYAN

TAHUN 2025 - 2029

@ dinsos.seruyankab.go.id B kabseruyandinsos@gmail.com



Menimbang

Mengingat

-

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2{ TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
EUPATI SERUYAN,

8. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1]
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah:

b.  bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan
Feraturan Bupatl tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 180);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomeor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubashan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang MNomor 14 Tahun 22023 tentang
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Feraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pcmhlfma_n dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Kerentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Lembaran MNegara Hepublik Indonesia Tabhun Q003
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang

Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);
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Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah WNasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana vyang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tenlang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan  Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tehun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
144T),

Peraturan Menter: Dalam Negenn Nomer 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Benita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



23.

26.

27.

28.
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Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Ralimantan Tengah Nomor 81):

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024
Nomor 120);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
123,

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah
kKabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 93);

Peraturan Dacrah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045
[Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruvan Momor L=124

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tabun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 101);



MEMUTUSKAN:

Mcnctapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGHKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yvang dimaksud dengan:

]J

2.

Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
Bupati adalah Bupati Seruyan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi
kKewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Peraturan Bupaii adalah Peraturan Bupati Seruyarn.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjaci kewenangan Presiden Yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan dan
menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan

Pemerintahan yang wajib disclenggarakan oleh semua
Daerah.

Liuaain Foncrintahan rFilrian adalali LI s

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi vang dimiliki Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Risct dan Inovasi
Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Seruyan.



10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan
tahun 2029,

R:n-:-.z}na Pembangunan Tahunan Daerah vang
selanjutnya discbut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

RFI:IEE.HH. Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adslah dokumen

p:;enmaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima)
tahun.

Hlep::unn l{erj? Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

F:lh-enuarman Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
un.

Visi fu:lalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran
strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi
dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya
akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan
daerah secara keseluruhan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah bagian dari program  yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah
schagal bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

sualu program.

Hasil (outcome) adalah keadaan vang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.
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(1

(2)

(1}
2]

(3)

Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah
otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah
pembangunan dan/atau yang memililki hubungan

keterkaitan atau pengaruh  dalam  pelaksanaan
pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Dacrah merupakan penjabaran dari
RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan
RKPD.,

Pasal 3
Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkst
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari:

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah:
Inspektorat Dacrah;

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
Dinoe Sooialy

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

FiUrE mmeooop

°opgr



p. Dinas Perhubungan;

q. Dinas Komunilasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan;

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Sam Pintu;

i. Dinas Kepemudaan, Olahrapa, Pariwisata dan
Kebudayaan;

u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perikanan;

w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah;

Badan Keuangan dan Asct Daerah;

Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Satuan Polisi Pamong Praja:

Kecamatan Seruyan Hilir;

Kecamatan Seruyan Hilir Timur:

Kecamatan Danau Sembuluh:

Kecamatan Seruyan Raya;

Kecamatan Danau Seluluk;

Kecamatan Hanau:

Kecamatan Batu Ampar;

Recamatan Seruyan Tengah;

Kecamatan Seruyan Hulu; dan

mm. Kecamatan Suling Tambun.

s

N
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Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran,
program, kegiatan dan sub Kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau
urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal &

(1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah
disusun sebagai berikut:

BAB1 :PENDAHULUAN;

BAB Il : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN,
DAN ISU STRATEGIS PERANGEAT DAERAH:

BAB Il : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBLJAKAN;

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA  PENYELENGGARAAN  BIDANG
URUSAN; DAN

BABV : PENUTUP.
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(1

12}

10

Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sehagaimana
dimaksud pada ayal (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakean baglan tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

BAB I
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala  Perangkat Daerah wajib  melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan  strategis Perangkat Daerah  yang
dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan
setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil
evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategia
Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati
melalui Kepala Badan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami
perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus
mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal
diundanghkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal (§ QPtenler 2025

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal |0 mm’l" 20256



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SERUYAN

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

PERANGKAT DAERAH :

i.  Dinas Sosial Kabupaten Seruyan



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029

DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
oleh karena berkat Ridho-Nya jualah sehingga Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 - 2029 ini dapat
kami susun. Dan kepada semua pihak yang telah terlibat sumbangsihnya
baik tenaga, pemikiran dukungan dalam menyusun Rencana Strategis

(Renstra) ini kami mengucapkan terima kasih.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
Tahun 2025- 2029 ini disusun dengan memperhatikan dan berpedoman
pada target dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten
Seruyan Tahun 2025-2029 dan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih
dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten

Seruyan.

Secara umum, Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang
sosial selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah
terlibat dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029
sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini dapat
dipahami serta dimanfaatkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam
penyusunan rencana kerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial,

khususnya untuk periode 5 tahun mendatang

/

7ol }"K\al‘a‘, Pembuang, 19 September 2025
: Ta, Dinas Sosial,

/

N\ @WG&,SE
wélﬁb{ﬁa Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680405 198703 1 001

Kata Pengantar -



Rencana Strategis (Renstra) Q
Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029
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Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan di masa yang akan datang, melalui urutan
pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada di daerah
dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah
memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan
daerah dan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi dan sinergi
yang baik. Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan mamajukan wilayahnya. Keberhasilan

pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2025 tentang Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029, menegaskan bahwa Bupati / Walikota bersama
DPRD untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten /
Kota Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi
Tahun 2025-2029, serta Bupati / Walikota memerintahkan seluruh
Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2025-2029 secara simultan
dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten / Kota
Tahun 2025-2029.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan merupakan salah satu
Perangkat Daerah di Kabupaten Seruyan menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.
Penentuan tujuan dan sasaran pada Penyusunan Rencana Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan memperhatikan tujuan dan sasaran
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Seruyan Tahun 2025-2029 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan

Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan terakhir melalui
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, menjadi dasar dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten
Seruyan. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan merupakan
penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan
Dinas Sosial yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang
urusan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
wajib urusan Sosial sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial yang diatur
dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Berkoordinasi dengan Badan
Perencanaan Pembangunan, Risat dan Inovasi Daerah (Bapperida)

Kabupaten Seruyan.

Dokumen RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun
2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RENJA Dinas Sosial
di setiap tahunnya. Sasaran tahunan dan arah kebijakan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan harus
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dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan

dalam setiap tahun RENJA. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menyusun

program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Rencana Kerja (Renja)

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Penentuan program/ Kegiatan/ Subkegiatan dalan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

memperhatikan :

a.

Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-
2029 dan penyelarasan program prioritas daerah dalam RPJMD
provinsi dan RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029;

Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome)
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melalui evaluasi capaian
RKPD dan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sampai dengan
Tahun 2024;

Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/
subkegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil
(outcome);

Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan Sosial dan tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;
Kebijakan nasional;

Regulasi yang berlaku;

Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan

(stakeholders) pembangunan daerah.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
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Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur
Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6870);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara




17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang




24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2010 Nomor 37 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun
2029-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019
Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan

Nomor 76)
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor
7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 93);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

35. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan untuk memberikan arah kerja bagi
Dinas Sosial periode tahun 2025 - 2029 dalam melaksanakan tugas dan
fungsi selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
Tahun 2025 - 2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta

program,k egiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial dalam
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menjalankan tugas dan fungsi;

2.  Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Sosial;

3.  Membangun kesepahaman,kesepakatan dan komitmen pimpinan
dalam meningkatkan kinerja;

4. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan
berdasarkan program prioritas;

5. Memberikan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 baik triwulan,
tahunan maupun akhir periode Renstra; dan

6. Meningkatkan keselarasan perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan perencanaan.

SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Dokumen Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan Sistematika penulisan
sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan
tujuan dan Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas
Sosial Kabupaten Seruyan
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan,
Kelompok Sasaran Layanan, Permasalahan Pelayanan, dan Isu Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan
Memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Kabupaten Seruyan
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Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial

Memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan Sosial dan Cascading Kinerja Dinas Sosial Kabupaten
Seruyan

Bab V Penutup

Memuat uraian tentang hal — hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai
pihak agar Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

berdaya guna,
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS SOSIAL KABUPATEN
SERUYAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Bidang Sosial merupakan
urusan wajib karena merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan dijabarkan dalam Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja pada Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melaksanakan Fungsi sebagai

berikut :

a) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

b) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

c) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

d) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari
Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal

e) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di

Luar Panti Sosial
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f) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
Sosial
g) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

h) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

i)  Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota
j)  Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan

Bencana Kabupaten/Kota
k) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten
Seruyan mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri atas:
1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan

2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
d. Bidang Rehabilitasi Sosial;

e. Bidang Pemberdayaan Sosial,

f. Bidang Penanganan Bencana;

g. Kelompok Jabatan Fungsional,

h. Kelompok Jabatan Pelaksana, dan

UPTD.

[

Lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi dijelaskan sebagai berikut:

a) Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina,
merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta
menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan
semua kegiatan dibidang sosial serta bertanggung jawab atas
terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:




Rencana Strategis (Renstra) g
Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029

a. perumusan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat,
Bidang Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas;

c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas;

d. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan
prestasi kerja bawahan; dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

b) Sekretariat
(1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan
perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang
milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan
administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan
Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja
sekretariat;
b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi

kinerja Dinas;

c. pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;

d. pengoordinasian administrasi barang milik daerah Dinas;
e. pengoordinasian administrasi kepegawaian Dinas;

f. pengoordinasian administrasi umum Dinas;

g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan Dinas;

h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas;

i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang

urusan Dinas;
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j- pengoordinasian administrasi pendapatan daerah kewenangan
Dinas;

k. penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan
prestasi kerja bawahan; dan

1. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Sekretariat terdiri atas:
a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan

b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

Subbagian  Penyusunan Program dan Keuangan
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja
pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;

b. melaksanakan pengoordinasian dan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Dinas;

c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen
Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan
Rencana Kerja Anggaran Dinas;

d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen
Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan
Anggaran Dinas;

e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan
Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;

f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;

g. melaksanakan administrasi keuangan Dinas;

h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan
prestasi kerja bawahan; dan

i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan.

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja

pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
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b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;

c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;

d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;

f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan

prestasi kerja bawahan; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan.
c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
menyelenggarakan Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
(2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan

Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta
pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan,
perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar
negara;

d. pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah;

e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
perlindungan dan jaminan sosial;

f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan
prestasi kerja bawahan; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

d) Bidang Rehabilitasi Sosial
(1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan bidang Rehabilitasi Sosial.
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(2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial
mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada
Bidang Rehabilitasi Sosial,;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak,
penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban
perdagangan orang diluar panti dan/ atau lembaga;

c. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS
(ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada
pemerintah daerah provinsi;

d. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan
NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada
pemerintah daerah provinsi;

e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
rehabilitasi sosial;

f. pelaksanaan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah
untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal,

g. pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

h. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;

i. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan
prestasi kerja bawahan; dan

j- pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan.

e) Bidang Penanganan Bencana
(1) Bidang Penanganan Bencana mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan bidang Penanganan Bencana.
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(2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Bencana
mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada
Bidang Penanganan Bencana;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban
bencana alam;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban
bencana sosial,

d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penanganan bencana,;

e. pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam dan Sosial;

f. pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana;

g. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan
prestasi kerja bawahan; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

f) Kelompok Jabatan Fungsional
Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan tugas). Kelompok Jabatan Fungsional
mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional,
terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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g) Kelompok Jabatan Pelaksana
Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan
Pelaksana. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan
hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

h) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
UPTD pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di
lapangan. UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.




Organisasi seperti pada Gambar 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
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Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022, Dinas Sosial memiliki Struktur

KEPALA DINAS
| LERRETARIAT
HELOMF JABATAN FUNG SI0MAL | I |
pm b d FUBEABIAN PENYUEUMAN FROGRAM DAN FUSEABIAN UMUM, FERLENGHARAN
| | | HEUANOAN DM KEPEGAWAIAN
EADANG FERLINDUSOAN DAN JAMINAN $031AL EICANG REHAEILTAH 03181 EADANG FEMEERDAYAAN H0HAL EADAND FEMANDANAN EERCANY
UPTD
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2.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN)
pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang berstatus Pegawai Negeri
Sipil (PNS) berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dengan rincian sebagai
berikut :

Menurut eselon terdiri dari :

Eselon IV : 2 orang
Eselon III : 5 orang
Eselon 1II : 1 orang

Menurut golongan terdiri dari :

Golongan IV : 6 orang
Golongan III : 14 orang
Golongan II : 2 orang

Menurut pendidikan terdiri dari :

SLTA : 3 orang
D.III : 2 orang
S-1 : 12 orang
S-2 : S orang
Menurut jenis kelamin terdiri dari :
Laki-laki : 12 orang
Perempuan : 10 orang

Selain tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibantu dengan
tenaga honorer/kontrak bidang administrasi sebanyak 21 (dua puluh
satu) orang. Adapun keberadaan / eksisting Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah sebagai
berikut :
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Tabel 2.2

Data Existing Pegawai ASN Dinas Sosial

NO

NAMA JABATAN

STATUS ASN

KELAS
JABATAN

KEPALA DINAS

PNS | HONORER

14

PEKERJA SOSIAL MADYA

11

PEKERJA SOSIAL MUDA

10

PEKERJA SOSIAL PERTAMA

8

PEKERJA SOSIAL PELAKSANA TERAMPIL

6

PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA

5

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA

9

PERENCANA MADYA

11

PERENCANA MUDA

10

PERENCANA PERTAMA

8

PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN

~

PRANATA KOMPUTER PELAKSANA

)}

=== =
e I R R I A EN S

SEKRETARIS

—
w

—
S

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN
KEUANGAN

—
ul

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

—
o)}

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

—_
~

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

N
N

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN
KEPEGAWAIAN

N
w

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

24

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

go (N O (|0 ©

29

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

—_
—_

30

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

~

31

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

(o))

32

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

==

ul

35

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

—_
—_

36

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

1
|

~

37

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

38

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

|
alf

[628e)}

41

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

—_
—_

42

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

~

43

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

44

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

1
===

[421e)}

47

KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA

—_
—_

48

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

1
Wi

~

49

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

50

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

N
—

[421e)}

JUMLAH

Selain Sumber Daya Manusia yang dikategorikan ASN dan

Honorer yang bertugas memberikan pelayanan publik dan pelayanan

perkantoran di Dinas Sosial, terdapat Sumber Daya Manusia yang

merupakan ujung

tombak pelayanan kesejahteraan

sosial di

masyarakat. SDM Kesejahteraan Sosial ini merupakan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan berupa Tenaga Kesejahteraan

Sosial (TKS) dan Relawan Sosial. Adapun data SDM Kesejahteraan

Sosial yang terdaftar dan bersertifikasi pada tahun 2024 sebagai

berikut :
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Tabel 2.3
Data SDM Kesejahteraan Sosial
No SDM Kesejahteraan Sosial Jumlah
I Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)
1 | Pekerja Sosial (Peksos) 8
2 | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 7
3 | Penyuluh Sosial (Pensos) 0
4 | Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas) 3
5 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 10
Il Relawan Sosial
1 | Taruna Siaga Bencana 63
2 | Karang Taruna 56
Jumlah 147
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas

Sosial pada tahun 2024 berupa harta / asset yang dikelola

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas adalah

sebagai berikut :
Tabel 2.4

Sarana Prasarana Dinas Sosial

No. Klasifikasi Nilai Aset Tetap
1 | TANAH 287.994.500,00
TANAH 287.994.500,00
2 | PERALATAN DAN MESIN 1.906.887.580,00
ALAT ANGKUTAN 560.106.600,00

ALAT PERTANIAN

1.200.000,00

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

708.472.980,00

ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR

120.105.000,00

ALAT LABORATORIUM

55.520.000,00

KOMPUTER

461.483.000,00

3 GEDUNG DAN BANGUNAN

5.698.359.250,00

BANGUNAN GEDUNG

4.902.661.250,00

MONUMEN

685.448.000,00

TUGU TITIK KONTROL/PASTI

110.250.000,00

4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

3.173.368.100,00

JALAN DAN JEMBATAN

2.984.630.600,00

BANGUNAN AIR

183.737.500,00

INSTALASI

5.000.000,00

5 KOSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

484.557.500,00

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

12.430.000,00

TOTAL

11.266.644.930,00
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SSumber data : Bagian Umum,Perlengkapan dan Kepegawaian

Secara rinci barang sarana prasarana milik Dinas Sosial
yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial
antara lain 3 (tiga) bidang tanah Taman Makam Pahlawan,
Kendaraan operasional Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yakni
2 (dua) unit kendaraan roda empat (minibus) kendaraan dinas
jabatan dan operasional, 1 (satu) unit DUMLAP, 1 (satu) unit
truk bak terbuka dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua.
Kendaraan operasional Dinas Sosial sebagian besar adalah
produksi tahun 2010, sehingga biaya pemeliharaan semakin
besar tiap tahunnya. Kebutuhan ruangan kantor umum belum
tersedia secara lengkap yakni ruang rapat, ruang mushola,
ruang menyusui dan ruang arsip. Untuk ketersediaan ruangan
kerja masih belum mencukupi. Adapun perlengkapan kantor
berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan,
alat pemadam kebakaran, CCTV dan lain-lain sudah tersedia
dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding
jumlah pegawai mendekati 1 : 2. Dengan demikian
ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Terutama

untuk personal computer, laptop dan ruang kerja kantor.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN
2.3.1 Kinerja Pelayanan Dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial (PPKS) yang tertangani dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada
hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dengan
focus sasaran pada pembangunan Sumber Daya Manusia
dibidang kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Sasaran
pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah individu,
keluarga, kelompok atau komunitas masyarakat yang
mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan

baik secara fisik maupun sosial psychologis yang disebut
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Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta
masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan
masalah kesejahteraan sosial atau yang termasuk pada

kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang
Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diatur kembali dalam
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, ada 26

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Selengkapnya mengenai Jumlah Data PPKS dan PSKS
Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat pada
Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024
TAHUN 2024
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN YANG YANG %
A SOSIAL (PPKS) TERDATA TERTANGANI SUMBER DATA
(JUMLAH JIWA) JIWA)
1 Anak balita terlantar 1 1 Bid. Resos
2 Anak terlantar / yatim piatu 325 325 Bid. Resos
3 Anak berhadapan dengan hukum (ABH) 7 7 Bid. Resos
4 Anak yang memerlukan perlindungan khusus 2 2 Bid. Resos
5 Lanjut Usia 1.603 210 Bid. Resos
6 Penyandang Disabilitas 320 115 Bid. Resos
7 Gelandangan 3 3 Bid. Resos
8 Pengemis 2 2 Bid. Resos
9 Pemulung 2 2 Bid. Resos
10 | Kelompok Minoritas 6 - Bid. Resos
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
11 | (BWBLP) 218 - Bid. Resos
12 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 6 6 Bid. Resos
Bid. Penanganan
13 | Korban Bencana Alam / Non Alam 45 45 Bencana
Bid. Penanganan
14 | Korban Bencana Sosial 119 119 Bencana
15 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 37 37 Bid. Resos
16 | Fakir Miskin 41.046 41.015 Bid. Linjamsos
17 | Keluarga bermasalah sosial psikologis 4 4 Bid. Dayasos
JUMLAH 43.746 41.893 JIWA

Potensi dan

Sumber : Data Bidang-Bidang Dinas Sosial Kab. Seruyan

Sumber

Kesejahteraan

Sosial

yang

selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga,

kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta
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untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat

penyelenggaraan kesejahteraan sosial Data Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdata dan tertangani oleh

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama Tahun 2024 adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.5
Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024
SERTIKAT
NO POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN JUMLAH KOMPETENSI SUMBER DATA
SOSIAL /
AKREDITASI
1 | Pekerja Sosial (Profesional) 1 ZDS‘; Peksos Dinsos Tahun
2 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 3 Data BNBA PSM Kab. Seruyan
3 Taruna siaga Bencana (TAGANA) 63 63 SK Tagana
4 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 9 3 Daftar Direktori LKS LKSA
5 Karang taruna 56 Data BNBA Karang Taruna
Kab. Seruyan
6 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 1 SK Bupati tentang LK3
7 Keluarga pioneer 2
8 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 10 3 SK Kemensos tt TKSK
9 Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis 0
Masyarakat (WKSBM)
10 | Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 0
11 | Penyuluh Sosial Masyarakat 3 3
. Data Dunia Usaha
12 | Dunia Usaha 5 Penyelenggara Kessos / CSR
JUMLAH PSKS 165 76

Sumber : Data Bidang-Bidang Dinas Sosial Kab. Seruyan

2.3.2 Kinerja Pelayanan Dari Pencapaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) Tahun 2020-2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perbandingan antara target dan realisasi IKU Tahun 2020-2024

Target Realisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU)

2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
yang tertangani

2.723 | 2.693 | 2.663 | 2.633 25.626 | 29.147 | 79.673 | 50.001

100%
(43.746
org)

Persentase Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)
yang Tertangani

95,76%
(41.893
org)

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dinas Sosial cC
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Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang
Tertangani

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

0
2020 2021 2022 2023 2024

—— Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani

Tujuan (Urusan Wajib Sosial) Dinas Sosial adalah
Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
dengan indikator Tingkat Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dan Sasaran (Urusan Wajib Sosial)
Dinas Sosial adalah Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan indikator Persentase
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani.
Ditetapkan target mencapai maksimal 100% (seratus persen) dalam
setiap tahun.

Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) yang ditangani dari tahun 2020-2024 disebabkan
dampak pandemic covid 19, dampak inflasi kenaikan kebutuhan
pokok, kenaikan harga BBM, kejadian bencana sosial / konflik sosial
dan terjadinya bencana alam banjir.

Pada tahun 2022 jumlah PPKS meningkat tinggi
disebabkan:
l.adanya kebijakan dari kementerian sosial memasukan data

penerima bantuan BLT warga terdampak covid 19 ke dalam Data
Fakir Miskin DTKS
2. dampak besar Bencana Alam Banjir.

Namun pada tahun 2023 dan 2024 PPKS yang ditangani
mulai menurun dengan adanya verifikasi dan validasi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial dan pada 2 tahun terakhir bencana alam yang
terjadi tidak berdampak besar.

Sampai dengan Tahun 2024 capaian kinerja pelayanan
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urusan sosial terealisasi 95,76% dari target kinerja 100%. Dengan
perhitungan Penanganan terhadap PPKS sebanyak 41.893 jiwa dari
target PPKS yang terdata 43.746 jiwa. Terdapat penurunan jumlah

PPKS sebanyak 8.108 jiwa dari tahun sebelumnya (2023) sebanyak

50.001 jiwa. Pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2024-2026

terealisasi tingkat penurunan jumlah PPKS sebesar 16,22%.

Penurunan jumlah PPKS yang signifikan disebabkan antara lain oleh:

1. Telah dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
melalui verifikasi dan validasi data di lapangan.

2. Tidak terjadi Bencana Alam Banjir yang berdampak besar bagi
korban bencana di kabupaten Seruyan.

3. Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal melalui
layanan rehabilitasi sosial dan penanganan bencana.

4. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial berupa pemberian
Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program
Sembako/BPNT, Program Penjaminan Kesehatan PBI JKN KIS,
Bansos Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan Bansos Yatim
Piatu (YAPI) dan Bansos untuk korban bencana.

Diharapkan untuk beberapa tahun kedepan jumlah
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terus menurun
secara signifikan, yang menandakan salah satu indikator perbaikan
kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin membaik dan dapat
tujuan prioritas mengentaskan kemiskinan.

Tujuan (Urusan Penunjang) Dinas Sosial adalah
Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial
yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator Nilai Indeks
Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Dan Sasaran (Urusan
penunjang) Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan indikator Nilai SAKIP
Perangkat Daerah Dinas Sosial. Ditetapkan target capaian B (Baik)
dalam setiap tahun.

Sampai dengan Tahun 2024 capaian kinerja pelayanan

urusan administrasi penunjang terealisasi grade CC dari target
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kinerja B. Dengan perhitungan nilai 58,30 predikat Cukup Memadai.
Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih
banyak perlu perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya
akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial.
Terdapat penurunan capaian kinerja dibandingkan dari
tahun sebelumnya (2023) dengan nilai B nilai 60,6 grade B.
Penurunan capaian kinerja penunjang disebabkan kelemahan dalam
penyusunan, kualitas dan implementasi SAKIP tahun sebelumnya
yaitu tahun 2023 yang dinilai pada tahun 2024 dalam 4 (empat)
tahapan yaitu :
1. Perencanaan Kinerja
2. Pelaksanaan Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
Rekomendasi perbaikan SAKIP dari hasil LHE SAKIP Dinas
Sosial telah ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan konsultasi dan
koordinasi dengan APIP dan BAPPEDA yang menjadi leading sektor
perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Serta melakukan tindak
lanjut dengan memperbaiki :
1. Perencanaan Kinerja
a. Melakukan reviu dokumen perencanaan / menganalisis capaian
kinerja
b. Memperbaiki indikator kinerja yang belum SMART
c. Menyajikan hubungan antar bidang terkait kinerja dan anggaran
dalam dokumen perencanaan
2. Pelaksanaan Kinerja
a. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang disajikan dalam
pelaporan secara formal perbulan / pertriwulan
b. Membahas pengukuran kinerja pada bidang dengan melibatkan
seluruh pegawai yang ada
c. Memaksimalkan teknologi atas pengumpulan dan pengukuran
data kinerja dengan penggunaan aplikasi offline maupun online.

3. Pelaporan Kinerja
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a. Menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah tepat
waktu
b. Menyusun laporan kinerja sesuai standar Permenpan RB Nomor
53 Tahun 2014
c. Melampirkan data dukung pada dokumen Laporan Kinerja
d. Membahas capaian kinerja program kegiatan pada bidang-
bidang teknis dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada
4. Evaluasi Kinerja
a. Meningkatkan kualitas SDM terkait SAKIP dengan mengikuti
Diklat / Bimtek / Webinar
b. Mengoptimalkan  penggunaan teknologi aplikasi dalam

melakukan evaluasi internal

2.3.3 Kinerja Pelayanan Dari Pencapaian Indikator Kinerja Kunci
(IKK) Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang
disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan
kewenangan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja kunci
daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah
yang merupakan tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
diuraikan pada Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan
Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Dinas Sosial

Kabupaten Seruyan Tahun 2020 -2024 sesuai tabel berikut:
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INDIKATOR KINERJA Target | Realisasi | Target Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi Target Realisasi Penjelasan capaian
NO OUTCOME SATUAN | Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun R TR Faktor Kendala/Penghambat
2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 ng ng
Sarana sosial seperti panti ﬁldilllgaanlieni‘;(dsa:aﬁ tp rlj snels nperlzma;;ndapat Minimnya pendanaan bagi operasional LKSA
1 asuhan, panti jompo dan Unit 8 8 8 4 8 9 8 6 8 8 N . ul d a‘; g e gll’l.rus v yang hanya bersumber dari donatur yayasan/
anti rehabilitasi operasional dan akreditasi sehingga status perkumpulan
p kelembagaan LKSA lebih jelas
Target indikator pemberdayaan sosial dapat R .
2 gersi;‘tase Pemberdayaan Persen 98 98 98 100 98 100 98 100 100 89,11 tercapai dengan adanya Pelatihan bagi PSKS yang Ku;afﬁgé“;’s kog;f;‘;;“f}‘jg;la/mllg‘gs‘apan
0s diadakan oleh Dinas Sosial / Balai pelatihan pene pe i
i:;z?:ﬁf::a:iizgl Adanya Dana Desa diharapkan dapat sharing Keterbatasan anggaran Dinsos untuk
beera sis masyarakat Tidak Tidak anggaran untuk memenuhi persyaratan sarpras memenuhi persyaratan sarpras pelayanan
3 (WKBSM) any Persen 08 08 08 0 98 0 08 0 ada ada pelayanan kesejahteraan sosial yang layak yang kesejahteraan sosial yang layak bagi Wahana
menyedi alza_n gsarana indikator | indikator harus dipenuhi secara minimum sesuai PP 39 Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
rasﬁra_na elayanan Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan (WKBSM) yang terbentuk di tingkat Rukun
Eeseiah terapan z osial Kesejahteraan Sosial Warga (RW)
Assesment awal dan Verifikasi/ validasi data
Persentase PMKS yang DTKS membantu memilah PMKS yang layak Layanan untuk penanganan orang terlantar
4 memperoleh bantuan Persen 98 98 98 100 98 100 98 94 100 95,70 mendapat bantuan sosial / perlu penanganan ya . p & g
. . P . B - masih minim penganggaran
sosial lain berupa bimbingan, pelatihan, reunifikasi,
rujukan dan layanan lainnya
Penanganan terhadap PMKS selain pemberian Sebagian Data PMKS yang tidak valid
5 Persentase PMKS yang Persen 08 08 08 100 98 100 08 26 100 0576 Bansos juga berupa layanan reunifikasi, memerlukan verifikasi dan validasi data
tertangani ’ assesment kebutuhan PMKS, pendampingan dan dengan dukungan anggaran pemutakhiran
peningkatan keterampilan PMKS data yang memadai
Adanya Bansos bersumber dana APBD (Bansos
Persentase PMKS skala BLT, Bansos permakanan, sandang dan alat Perlu dukungan anggaran agar pemberian
yang memperoleh bantuan bantu) di tambah dengan bansos bersumber dana > oo
6 sosial untuk pemenuhan Persen 98 98 98 100 98 100 98 94 100 95,7 APBN (PKH, Sembako, Bansos Iklim dan PBI) E]?/[I;{SSOS dapat maksimal diberikan kepada
kebutuhan dasar dapat mencukupi pemberian bansos bagi PMKS
Kabupaten Seruyan
Persentase penyandang
cacat fisik dan mental, Pemberian paket permakanan melalui program Perlu verifikasi dan validasi data dengan
7 serta lanjut usia tidak Persen 95 95 95 100 95 100 95 100 100 95 paxet pel . prog dukungan anggaran pemutakhiran data yang
. ATENSI Rehabilitasi Sosial X
potensial yang telah memadai
menerima jaminan sosial
Persentase korban Pemberian bansos permakanan tidak untuk
bencana yang menerima semua korban bencana hanya untuk korban Minimnya kendaraan operasional untuk
8 bantuan Zos‘gal selama Persen 97 97 97 100 97 100 97 87 100 100 bencana kebakaran dan kelompok rentan, karena mendistribusikan bantuan sosial kepada
masa tan: al darurat untuk korban konflik sosial jaminan permkanan korban
8gap ditanggung oleh pihak Perusahaan
1. Dampak bencana tidak terlalu besar
Persentase korbgn ) Koodinasi berbagai OPD terkait dan se;hmgga hanya 11 KK yang perlu
bencana yang dievakuasi Kkesiapsiagaan TAGANA mempercepat dievakuasi
9 dengan menggunakan Persen 97 97 97 0 97 0 97 100 100 27,44 1apsiag P P 2. Kondisi sarana prasarana peralatan

sarana prasarana tanggap
darurat lengkap

penanganan dan evakuasi terhadap warga
terdampak konflik sosial yang perlu di evakuasi

evakuasi yang sebagian besar rusak
memerlukan biaya operasional
pemeliharaan
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Capaian Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama masa pelaksanaan Renstra Tahun 2024 -2026

dapat dilihat pada Tabel E.81 berikut ini :

Tabel 2.8
Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2024 S/D 2026

Reralisasi Kenerja pada triwulan

Realisasi Capaian . .
Indikator Kinerja Kinerja Renstra . Tu%i::jg?:fn
Program / Program (outcome)/ Target Renstra Perangkat Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kineria dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Realions:
Kegiatan/ Sub o8 " Daerah pada Tahun 2024 s/d sampai dengan Renja Perangkat Dearah . P: 1 \nggaran Renstra Perangkat Daerah s/d
" Kegiatan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Anggaran Renstra
Kegiatan 2026 Renja Perangkat Tahun 2024 Tahun 2024
(output) Perangkat Daerah
Daerah Tahun o4 Tatum 0
2024 o
1 I i w
6 7 8 9 10 11 12 13 14=7+13 15=(14/6)*100

Persentase
Lzin
Undian Gratis
Sumbangan Berhadiah dan 30 Persen 62.000. Perse 100 Perse 17.000. 27,5 Persen 2,50 Persen 2.035.4 10,0 Persen ) 0,00 Persen Persen 14.526.900 42,50 Persen 14.526.9 23,4
dalam  Daerah 3 o ) 500 n n 500, o 0 12.491.500 42,50 o9 14,17 3
Kabupaten/Kota engumpulan
Sumbangan Uang
atau Barang
Koordinasi dan ‘Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Hasil Koordinasi dan
e " ordi
Undian Gratis Penerbitan Izin Undian 135 Dokume 62.000.0 Doku 40 Doku 17.000.0 11 Dokume 1,00 Dokume 2.035.40 4,00 Dokume 0 1,00 Dokume Dokume 14.526.900 17,00 Dokume 14.526.9
s e n %0 men men 00 n n Y n n 12.491.500 17 n n o 12,59 2343
P Uang
Uang atau Baran; atau Barang
Persentase Potensi
Pengembangan
Potensi Sumber Sumber
Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial 30 Persen 977.000 Perse 100 Perse 236.053 3,57 Persen 3,57 Persen 3.186.0 53,5 Persen Rt 0,00 Persen 166.557.10 Persen 171.778.50 135,7 Persen \ #VAL
Daerah Kabupaten/ [} n n 7 0 135,71 o 1 45,24 UE!
Sosial Daerah .000 .000 00 )
Kabupaten/Kota Kota yang
berkembang
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Peningkatan Jumlah Orang
P ]
Potensi Pekerja Kapasitas Pekerja 20.000.0
Sosial Masyarakat Sosial Masyarakat 30 Orang 75.330.0 Orang 10 Orang 00 0 Orang ~ 0,00 Orang ~ 6,00 Orang 0 6,00 Orang 11.768.400 12 Orang 11.768.400 12,00 Orang 1 1.388A4 40,00 15,69
Kota Kota
Peningkatan Jumlah Tenaga
j Sosial
Potensi Tenaga Kecamatan yang 19.000.0
Kesejahteraan Meningkat 30 Orang | 74.0000 Orang 10 | orang 0000 0 orang | 0,00 orang | 233600 | 9,00 Orang 0 5,00 Orang 10.935.400 - Orang 13271400 | 14,00 Orang 132714 | oo | 1o0s
Sosial Kecamatan Kapasitasnya 00 ) 935 00 . ;
Kota Kota
Peningkatan
Kemampuan Jumlah Keluarga
Potensi ~ Sumber yang Meningkat Keluarg Kelua Kelua | 12.000.0 Keluarg Keluarg Keluarg Keluarg Keluarg Keluarg
j i 6 47.000.0 2 -000: 1 0,00 0,00 0 2,00 2.200.400 2,00 2.200.40
¢ a rga rga 00 a - a - a a 2.290.400 2 a a 3333 487
Sosial - Keluarga Kewenangan 00 [)
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kota
Peningkatan
Kemampuan Jumlah Lembaga
Potensi Sumber | Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan yang
¢ : Lembag Lemb Lemb | 165.053. Lembag Lembag Lembag Lembag Lembag Lembag
Sosial Meningkat 18 a 7°g-gg°' aga 5 aga 000 o a - 1,00 a 850.000 0,00 a o 9,00 a 133.830.100 9 a 134.680.100 9,00 a 13‘1"05080' 50,00 1924
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kota
Peningkatan Jumiah Sertifkat yang
Kemampuan dari Hasil Peningkatan
Sumber Daya Sumber Daya Manusia
Manusia dan dan Lembaga ) ) ) ) ) ) } ) '
Penguatan Konsultasi s | Serifke | g10000 Sertf 1 Sertii | 200000 0 Sertifika | 000 | Sertifika B 000 | Serifika | 208540 | g | Sertifka | 0 L Sertifika | 9768200 L e R L e
Lembaga Kesejahteraan 00 2l af 1328 0 d d
Konsultasi Keluarga (LK3)
Keluarga (LK3 Kabupaten/Kota

Pemulangan
Warga Negara Persentase Warga
Migran Korban Negara Migran
Tindak Kekerasan | Korban Tindak
dari Titik Kekerasan yang 282
Doparkasidi it K Persen 100.000 Ferse 100 % A ° % ° 0,00 % s % o slo % 2.828.100 100 % 2.828.100 %0 % 282810 | 33,83 2,83
Kabupaten/Kota Daerah E
unt Kabupaten/Kota
Dipulangkan ke untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Desa /Kelurahan Asal
Asal
Fasilitasi
Pemulangsn Warsa | g Warga Negara
Negara Migran Migran Korban Tindak
< Kekerasan yang

T Detioas:ai dipulangkan dari Titik 9 o 100.000. o 2 o 24.960.0 0 o 0,00 o 5,00 o 0 2,00 o o 2.828.100 2,00 o 2.828.10
D‘aemh ast di Debarkasi di rang 000 rang rang 00 rang - 4 rang - ' rang H rang 2.828.100 2 rang -828. 4 rang e 2222 2,83
R e/ Kota Kabupaten Seruyan

b untuk dipulangkan ke
untuk dipulangkan | o ke rahan Asal
ke Desa/Kelurahan
Asal

Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang
Disabilitas
Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut

8.
Persentase 7
Penyandang 30 Perse Perse 367.177 65,8 40.828.8 303.191.89
Disabilitas Terlantar 0 Persen 8936(:’00 n 100 n ‘550 9,80 Persen 29 6,67 Persen 320843 8 Persen 00 0,00 Persen 206.727.612 95,00 Persen 2 95,00 Persen 303.91291. 31,67 3:;,9
yang terpenuhi - A
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Usia o
serta Gelandangan | di Luar Panti Sosial 0
Pengemis di Luar
Panti Sosial
Persentase
Penyandang Anak
Terlantar yang 30 Perse Perse 65,8
e euban 20 Persen n 100 T 9,80 | Persen 6,67 Persen > Persen o 0,00 | Persen . 95,00 Persen ° 95,00 | Persen i . i
Dasarnya di Luar
Panti
Persentase
Penyandang Lanjut
Usia Terlantar yang 30 Perse Perse 65,8
o ng 30 Persen ! 100 n 9,80 | Persen 6,67 Persen F Persen o 0,00 | Persen . 95,00 Persen ° 95,00 | Persen i . i
Dasarnya di Luar
Panti
Persentase
Penyandang
Gelandangan
Pengemis yang 3: Persen Perse 100 | Perse 9,80 Persen 6,67 Persen 658’8 Persen 0 0,00 Persen . 95,00 Persen ° 95,00 Persen i s1.67 i
terpenuhi Kebutuhan g g
Dasarnya di Luar
Panti
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan
Penyediaan Kebutuhan 64.953.5 17, 4.371.40 17,0
s X sesuai 420 | Orang 200.000. Orang 140 | Orang %o 0 Orang i 0,00 Orang 4177.10 o Orang A 0,00 Orang 53.193.067 . Orang 61.741.567 S Orang 017415 | 2785 | s087
dengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan
Kabupaten /Kota
Jumlah Orang yang
Menerima Pakaian
) dan Kelengkapan
Penyediaan Lainnya yang 75 Orang 15.000.0 Orang 25 Orang | 5:000.00 0 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0 0,00 Orang Orang 4.068.000 10,00 Orang 4.068.00
Sandang ¢ 0 - - - 10 1333 | 2712
Tersedia dalam 1 00 )
Tahun Kewenangan
Kabupaten /Kota
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Alat
. Bantudan Alat
Penyediaan Alat Bantu Peraga 50 Orang 130.000. Orang 15 Orang | 349670 0 Orang 0,00 Orang 19,0 Orang 9.231.30 0,00 Orang Orang 48.126.500 19,00 Orang 48.126.5
Bantu ) 00 - - ) o 38.895.200 19 3800 | 37,02
Sesuai kebutuhan 000 00
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang s.
Pemberian Mendapatkan 7
Pelayanan Pelayanan Reunifikasi 125.120. 9 9.940.50
Pelayanan Kot 69 Orang 235,000 Orang 20 | Orang po 3 orang | 1,00 Orang 126207 | 100 Orang W 0,00 Orang 67557715 5 Orang 99.914.395 5,00 Orang 999143 705 4252
Keluarga Kewenangan 4
Kabupaten,/Kota 0
0
Jumlah Peserta
Pemberian Bimbingan _Fisik,
Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan 9.823.00 3.291.40
o Yenta 15 Orang 345000 Orang 5 Orang o o Orang . 2,00 Orang 550910 | 200 Orang A 0,00 Orang 7902200 B Orang 16.732.700 4,00 Orang 10727 | 6r | ass0
dan Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberian Jumlah Peserta
Bimbingan Sosial Bimbingan Sosial
kepada Keluarga kepada Keluarga
Disabilitas Disabilitas Terlantar, 449980 74530
Terlantar, Anak Anak Terlantar, Lanjut 32 Orang 140.000. Orang 10 | orang o Orang 0,00 Orang 2,00 Orang 0,00 Orang Orang 41.793.650 2,00 Orang 41.793.6
° ¢ 50 - - o 33.048.350 2 6,25 2985
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 000 50
Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis
serta Gelandangan | dan  Masyarakat
Pengemis dan Kewenangan
Masyarakat Kabupaten,/Kota
Jumlah Orang yang
Fasilitasi Terpenuhi Kebutuhan
s oo Pembuatan Nomor
. T Induk Kependudukan,
aduk Akta iran, Surat 3.000.00
tkan, Nikah, dan Kartu 30 Orang 15.000.0 Orang 10 | orang 000 2 Orang 0,00 Orang 3,00 Orang o 0,00 Orang Orang 0 5,00 Orang
Akta Kelahiran, ! . o - - - 5 16,67 -
L Identitas Anak bagi 00
Surat Nikah, dan entitas A
Kartu Identitas “nyandang
Disabilitas
nak
Kewenangan
Kota
Jumlah Orang yang
Pemberian Akses Mendapatkan Akses ke
ke Layanan Layanan Pendidikan 3.000.00 ) ) ) )
re Layanan Layanan Pendidican 15 Orang 15,0000 Orang 5 Orang o o Orang ) 0,00 Orang ) 4,00 Orang o 0,00 Orang ) 4 Orang 0 4,00 Orang 2667 )
Kesehatan Dasar K
K: Kota
Jumlah Orang yang
Pemberian Mendapatkan Layanan 6.996.00 150
Layanan Data dan | Data dan Pengaduan 30 Orang 22.000.0 Orang 10 | orang 15 Orang 11,00 Orang Orang o 0,00 Orang Orang 3.031.400 41,00 Orang 3.031.40
o - - o 3.031.400 41 136,67 | 1878
Pengaduan Kewenangan 00 )
K: Kota
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Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemberian Pelayanan 10.054.0
Layanan royanan 15 Orang 15.000.0 Orang 5 Orang 0540 o Orang . 3,00 Orang . 3,00 Orang 0 0,00 Orang 4.930.000 6 Orang 4.930.000 6,00 Orang 4.930.00 40,00 3287
Kedaruratan 00 o
Kewenangan
Kota
Jumlah Orang yang
b )
Pelayanan Pelayanan 4.608.00
1S 1S Keluarga 15 Orang 525000 Orang 5 Orang o o Orang i 0,00 Orang i 0,00 Orang 0 0,00 Orang 4.371.400 i Orang 4.371.400 0,00 Orang 437140 . 8.3
Keluarga Kewenangan
Kota
Jumlah Orang
) Mendapatkan
Pemberian ; 54.568.0 5.248.90
Leyaman Rujukan Layanan Rujukan 19 Orang 19.000.0 Orang 5 Orang s 5 Orang i 0,00 Orang 2,00 Orang 5 0,00 Orang 13.798.280 . Orang 22550280 7,00 Orang 225502 3684 1186
ewenangan 00 80 9
Kota
5"“"““:“‘ Sosial | porsentase Layanan
enyandang Rehabilitasi Sosial
Masalah
- Penyandang Masalah
Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial 30 Perse Perse 74.566.
Sosial (PMKS) " Persen 357.000 100 1,52 Persen ° 0,76 Persen | 7.402.8 6,06 Persen 0,00 0,00 Persen Persen 7.402.800 60,71 Persen 7.402.80
byt (PMKS) Lainnya o n n 750 49.635.500 60,71 20,24 2,07
innya Bukan .000 00 o
Bukan Korban HIV/
Korban HIV/AIDS M
N AIDS dan NAPZA di
dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Luar Panti Sosial
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan
Penyediaan Kebutuhan 4.999.00
S e Sesuai 200 Orang 200000 Orang 50 Orang o 0 Orang . 0,00 Orang 0,00 Orang 0 0,00 Orang 4.068.000 10 Orang 4.068.000 10,00 Orang 4.068.00 500 2034
dengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan
Kabupaten /Kota
Jumlah orang yang
Menerima pakaian
) dan kelengkapan
Penyediaan lainnya yang 60 Orang 15.000.0 Orang 20 Orang 5.000.00 0 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0 0,00 Orang Orang 0 0,00 Orang
Sandang ! 0 - - - - - - .
Tersedia dalam 1 00
tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota.
umlah Orang yang
Mendapatkan Alat
Bantu dan Alat Bantu
Penyediaan Alat Peraga sesuai 15 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Bantu - 39.160.700 - -
Kebutuhan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Penyediaan Mendapatkan
Perbekalan Pemenuhan
Kebutuhan Perbekalan 12 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Keschatan di Luar - -
b Keschatan di Luar
anti
Panti Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Pemberian Mendapatkan Layanan
Layanan Data dan Data dan Pengaduan 12 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang : :
Pengaduan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
N Mendapatkan
Pemberian Pelayanan
Layanan 12 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Kedaruratan - - -
Kedaruratan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Peserta
Pemberian Bimbingan _Fisik,
Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan 24.999.7 50,0
Tl Spintus, S 15 Orang 95,0000 Orang 50 Orang %0 0 Orang : 0,00 Orang 0,00 Orang 0 P Orang 39.160.700 50 Orang 39.160.700 50,00 Orang 391607 | 53355 | 4122
dan Sosial Kewenangan
K: Kota
Pemberian Jumlah Peserta
Bimbingan Sosial Bimbingan Sosial
kepada Keluarga kepada Keluarga
Masalah Kesejahteraan Sosial 14.878.0
K raan o 22 Orang 575000 Orang 5 Orang - 1 Orang . 0,00 Orang 437140 0,00 Orang 0 0,00 Orang . L Orang 4.371.400 1,00 Orang 447140 455 7.60
Sosial (PMKS) korban HIV/AIDS dan
Lainnya Bukan NAPZA diluar Panti
Korban HIV/AIDS Sosial Kewenangan
dan NAPZA K
Jumlah Orang yang
Membutuhkan
Fasilitasi Pembuatan Nomor
Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,
Induk Kartu Tanda
Kependudukan, Penduduk, Akta
iy Kemhin, St 26 Orang 180000 Orang Orang Orang Orang Orang Orang ) Orang 0 0,00 Orang : : :
Surat Nikah, dan Nikah, dan/atau
Kartu Identitas Identitas Anak bagi
nak Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya di
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Perlindungan
Sosial Korban
Bencana Alam

Persentase Korban
Bencana Alam yang
terpenuhi Kebutuhan

Persen

1.050.0
00.000

Persen

17,14

Persen

53.467.
600

Persen

55.311.
610

Persen

192.774.34
o

Persen

301.553.55
o

100,0
[

Persen

301.553.
550

Luar HIV/AIDS
Kewenangan
Kota
Jumlah Orang yang
P ian Akses ses ke
ke Lay L Pendidik
Pendiian dan e hatam Dasar 6 Orang 30.320.0 Orang Orang Orang Orang Orang Orang . Orang 0 0,00 Orang . . .
Dasar
Kota
Jumlah Orang_yang
Pelayanan Pelayanan
o Penstusaran Keluarga o Orang 15.880.0 Orang Orang Orang Orang Orang Orang . Orang 0 0,00 Orang . . .
Keluarga Kewenangan
Kota
Jumlah Orang yang
19.992.0
Poayanan. Py 17 Orang 70.330.0 Orang 5 Orang 0 1 Orang . 1,00 Orang 3.030 140 | 800 Orang 0 Orang . s Orang 3.031.400 5,00 Orang 3.0301 40 2041 433
Keluarga Kewenangan
ota
Jumlah Orang
P i Layanan
Lopnan Rukan R Ko 8 Orang 12.ggo.0 Orang Orang Orang Orang . Orang Orang . Orang 0 0,00 Orang . . .
Kota
- Jumlah Dokumen
l";‘;‘l;asa’ga‘ e antar Hasil Kerja Sama antar
b Lembaga dan
Kemitraan dalam o 6 Dokume [ 54 0000 Doku 5 Doku | 4.698.00 o Dokume 0,00 Dokume 000 | Dokume o o000 | Dokume Dokume 6.406.800 2.00 Dokume | ¢ 4oc o0
Pelaksanaan n men men o n - n n n 6.406.800 2 n n 3333 26,70
anaan Pelaksanaan 00 0
Rehabilitasi Sosial S osial
Kaboaten/Kota Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota
2
Persentase s
Pengelolaan Data Pongeloluan Data 6
Fakir Miskin Fakir Miskin Cakupan 30 Persen 1.659.5 Perse 100 Perse 1.730.0 | 76,4 Persen 2 48,72 Persen 16.205. 25,8 Persen 272.915 0,00 Persen 148.465.59 Persen 464.211.36 88,63 Persen 464.211. 27,9
Cakupan Daerah ) n n 00.000 6 4. 2 014 88,63 7 29,54
Daerah Kabupaten 63.345 921 ° 367 7
Kabupaten/Kota 8
/Kota 3
3
- Jumlah  Fakir
Pendataan Fakir 1mls
Miskin Cakupan | Miskin - Cakupan A 430,000 o ss3 | 185000 | 4744 | o5 o w070 | o 120462, | 1.07 o o 124260200 | 4104 o 124,260,
acral E rang -0 rang 88 rang 000 1 rang rang - ,00 rang 200 0,00 rang 3.798.000 41.046 rang =00 6,00 rang -200. 30,43 28,90
Kabupaten/Kota yang 8 000 200
Kabupaten/Kota ?
Didata
8.
Pengelolaan Data Jumlah data Keluarga 7 224
Fakir Miskin Penerima Manfaat 67. | Keluarg Kelua 224 | Kelia | 450000 | 1971 | Keluarg | 4 3876 | Keluarg 5607 | Keluarg | 115520 - Keluarg Keluarg 1839 Keluarg
Cakupan Daerah yang dikelola 296 a 2700 rga 32 rga 00 o a 2, 8 a 123022 ,00 a 14 320 a 11.661.700 18.393 a 44.358.735 3,00 a 387 2733 1643
Kabupaten,/Kota Kabupaten/Kota 8
0
0
Jumlah Keluarga 1
Fasilitasi Penerima Manfaat 7.
. (KPM) yang 8 10.0
Bantuan  Sosial 30. Keluarg Kelua 100 | Kelua | 1.550.00 Keluarg Keluarg 1600 | Kelarg | 140.900. Keluarg Keluarg 18.39 Keluarg
Kesejahteraan Me‘?dlapaﬂ“?‘}jBa“ma“ 000 a 280.000. rga 00 rga 0.000 o a 8 3.340 a 3.803.70 0,00 a 800 00,0 a 133.005.899 18.393 a 295.592.432 3,00 a 295.592. 6131 105,5
Kelunrga Sosial Kesejahteraan 000 2, 0 0 432 7
Keluarga Kewenangan 0
Kabupaten,/Kota 3
3
P Jumlah Orang
g:;‘ltﬁ:: Mendapatkan Bantuan
Pengembangan
Pme{zinl:};angan Fhomm: Mossarakat 450 Orang 679,563, Orang Orang Orang Orang Orang Orang 200,413,630 R Orang 0,00 Orang . . .
L . Kewenangan
yaraka Kabupaten/Kota

33,33

28,7
2
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dan Sosial Dasarnya Pada Saat
Kabupaten/Kota dan Setelah Tanggap
Darurat Bencana
Kab/Kota
Persentase Korban
Bencana Sosial yang
terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya Pada Saat & Persen Perse 100 | Perse 407 | Persen 17,14 | Persen 5,36 Persen ° 0,00 Persen B 100,00 Persen 0 1009 | persen i 33,33 i
dan Setelah Tanggap 8 8
Darurat Bencana
Kab/Kota
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
) Permakanan 3x1 Hari
Penyediaan 50.549.1 135479 | 340 164,0
Mo gaal::r:al:'l(a;:n Ez%é?;n» 300 Orang 210000, Orang 100 | Orang %o 57 Orang 10,00 Orang as3210 | 300 Orang % ps Orang 193.921.240 L6t Orang 142.001.240 3 Orang 142,01, 467 67,62
Kewenangan
Kota
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pakaian
dan Kelengkapan
) Lainnya yang Tersedia
;e"ye‘i‘”" pada Masa Tanggap 170 Orang 175.000. Orang 50 Orang | 431948 0 Orang 6,00 Orang 7.445.80 3,00 Orang 2.105.00 9,00 Orang Orang 27.435.600 51,00 Orang 27.435.6
andang Prarat (o) oo0 00 o 0 17.884.800 51 o 30,00 15,68
dan Pasca Bencana
Kewenangan
Kota
Penyediaan Tempat | porial  Temeat 24.998.9 16.664.5
Penampungan Ko 30 Unit 150.000. Unit 10 Unit o 0 Unit 11,00 Unit 3 3,00 Unit 2 0,00 Unit 5.882.000 " Unit 22.546.550 11,00 Unit 225465 3667 15.08
Bung: Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Penanganan yendapa[km;(h 81253.3 10.820.6 36,0
! enanganan Khusus 253. 820, .
g;s:;oia]%; o bag Ketompok 60 Orang 290.000. Orang 20 Orang %o 0 Orang 11,00 Orang 284653 | 3,00 Orang % S Orang 33.578.700 35 Orang 67.864.600 35,00 Orang 678646 5833 2340
Rentan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Korban
Bencana yang
Pelayanan Mendapatkan Layanan
Dukungan Dukungan 300 Orang 225.000. Orang 100 | orang 49'9995'3 57 Orang 10,00 Orang 180244 | 3,00 Orang ‘2‘;}33‘5 5%'0 Orang 11507600 - Orang 41.705.560 ‘63'0 Orang 41.705.5 . 854
Psikososial Psikososial 000 00 507 60 £ -
Kewenangan
Kabupaten/Kota
l‘::;y‘;l;'s::”‘ ;enenms_e KSB dan
Masyarakat aruna Siaga 775 s s
;eﬂ'_ud{p z:‘;i‘t;":lf:d“;'“p ? Persen 300.000 P';“ 100 P';" 14 :153 2?,'1 Persen 29,58 Persen 35.990. 3:"]’5 Persen “5'0:5' 0,00 Persen 97.639.290 92,96 Persen ‘"'%2 79 92,96 Persen 178.225. 30,99 59,4
esiapsiagaan b s .000 000 790 1
Bencana Kab/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Kampung
Koordinasi, yang Melaksanakan
Perdhsanaen ggg‘dmas" 21 6 Kampu 150.000. Kamp 2 Kamp 49.999.8 0 Kampu 1,00 Kampu 12289.0 1,00 Kampu 431140 2,00 Kampu Kampu 69.445.190 2,00 Kampu 69.445.1
Kemung Siega Kompung Siaga ng 000 ung ung 00 ng ng o ng o ng 52.844.790 2 ng ng 5 3333 46,30
Bencana Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Sosialisasi dan Koordinasi, Sosialisasi
dan 207 Orang 150.000. Orang 69 orang | 977503 20 Orang 20,00 Orang 237010 | 230 Orang 402851 o Orang 44.794.500 o4 Orang 108.780.600 | 64,00 Orang 108.780. 3092 7252
Taruna Siaga Taruna Siaga Bencana 000 00 794 600 ¢ /
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Persentase
Taman Makam Pemeliharaan Taman Perse Perse 54.825 22,2
Makam Pahlawanan Persen 311.000 100 828 ° Persen 11,11 Persen g Persen ° 0,00 Persen Persen 44.148.550 | 77,78 Persen | 44.148.5 14,2
e A n n 250 - 2 44.148.550 77,78 o 25,93 b
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Jumlah Dokumen
Sarana dan Hasil Rehabilitasi
Prasarana Sarana dan Prasarana Dokume Doku Doku | 268742 Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume
Taman Makam Taman Makam o n 220000- men 3 men 50 0 n 0,00 n - 1,00 n 0 2,00 n 23.253.650 1 n 23.253.650 1,00 n 232536 16,67 10,57
Pahlawan Nasional | Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota
Jumlah Makam yang
Pemeliharaan Terpenuhi
ll;::l’:“?vx"lﬁ::o el g“razl‘;h&‘:k“za pada 9 Makam 60.880.0 anks 3 M;ka 18'9510'3 0 Makam 1,00 Makam R 1,00 Makam 0 1,00 Makam 18.504.900 3 Makam 18.594.900 3,00 Makam 18.3849 3333 3009
Kabupaten/Kota Pahlawan
Kota
Jumlah Laporan
?Z?ng::.n T\;:l?am Hasil Pengamanan Maka Maka 9.000.00
Panlawan Nasional | Taman Mekam 9 Makam | 310000 o 3 o 5 0 Makam 0,00 Makam R 0,00 Makam o 2,00 Makam 2,300,000 3 Makam 2.300.000 3,00 Makam 2.300.00 3333 742
Kabupaten/Kota b o
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Persentase Dokumen
Peren Perencanaan,
Penganggaran, Penganggaran dan
nd Evaluasi Kinerja 30 Perse Perse | 129.910 120,0 39.050. 138.854.40 100,0
dan Evaluasi Poranghat Dacseh o Persen 449.520 ™ 100 - 950 o Persen o ° Persen | 32.999. 0,00 Persen 500 0,00 Persen 66.804.900 100,00 Persen © o Persen 138.854. 33,3 30,8
Kinerja Perangkat . i .000 500 400 9
Daerah yang disusun can
dilaporkan tepat
waktu (%)
Penyusunan
Dokumen pumlah Dokumen 60 | Dokume | 410000 Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume o 000 | Dokume
Perencanaan Perangitat Deerah n 00 men men n n n n - n n - - -
Perangkat Dacrah
Koordinasi _dan
Penyusunan Jumlah Dokumen 75 | Dokume | o000 Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume o 0,00 Dokume
Dokumen RKA- RKA-SKPD n '00 i men men n n n n - n N n - - -
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan
Do g::;{?: h::l;uan n o 75 | Dokume | 500000 [;;Lk: [l):ek: Dakme Dalcme Dalcme Dalcume ) Dalkume o 0,00 Dalkume ) _ _
Perubahan RKA- 00
SKPD
Koordinasi dan
e B~ Jumlah Dokumen 75 | Dokume | o000 Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume o 0,00 Dokume
DPA-SKPD n men men n n n n - n n - - -
SKPD 00
Koordinasi _dan
Penyusunan Jumlah Dokumen 75 | Dokume | o000 Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume o 0,00 Dokume
Perubahan DPA- Perubahan DPA-SKPD n 200 men men n n n n - n - n - - -
00
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Jumlah Laporan
Laporan Capaian Capaian Kinerja dan Lapor Lapor | 109.960. 39.050.0
Komoria dam it 3 Laporan | 258.000. o 1 o 000 0 Laporan : 6,00 Laporan | 32.999.5 0,00 Laporan 00 0,00 Laporan 42.234.400 1,00 Laporan | 114.283.900 1,00 Laporan 114.283. 3333 44,30
” - chis: 000 00 900
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Lapor Lapor | 19.950.9
Peranghat Dath Peranghat 12 Laporan | 397200 o 4 o %0 0 Laporan : Laporan . 0,00 Laporan 0 0,00 Laporan 24.570.500 200 Laporan 24570500 4,00 Laporan | 245705 3333 6186
Dacrah
6
4
1
- Persentase Layanan
Administrasi entase L 5
Administrasi 30 Perse Perse 3.507.7 | 28,0 1.086.8 3.422.269.4
Keuangan Persen 14.959. 100 < Persen 7 | 16,00 Persen | 846.519 0,00 Persen 0,00 Persen Persen 96,00 Persen 3.422.26 22,8
Perangiat Dacrah Keuangan Fersngkat ) 484188 n n 80.708 o o ees 84.748 847.294.819 96,00 a5 o aas 32,00 P
5
1
6
6
4
) . 1.
Penyediaan Gaji Jumlah Orang  yang Orang Orang
dan Tunjangan Menerima Gaji dan 75 %‘""]‘;g/ 14.799.2 /bula 25 /bula 3'5377'33 7,00 %""lgg/ 3 4,00 Ob“’]';g/ 846.519. 3,00 Ob“’]';g/ 1'2%3'888 3,00 %"’]‘;i/ 847.204.810 24.00 ?:”Ei/ 3'42i'§69'4 24,00 %’a]‘;i/ 3.422.26 32.00 2312
ASN Tunjangan ASN ulan 74.188 n n g ulan o ulan 362 ulan . u! 294 4 u ! 9.445 ' g
5
1
6
Penyediaan Jumlah jenis
Administrasi b J Dokume Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume
onorarium yang 36 128.210.
Pelaksanaan Tugas ¢ n men men n n n n n n - - -
e dibayarkan 000
Pelaksanaan
Penatausahaan Jumlah Dokumen SPP Dokume Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume
dan dan SPM yang 39
Pengujian/Verifika diterbitkan n men men n n n n n n - - -
si Keuangan SKPD
e Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi dan Koordinasi Dokume Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokurme Dokume
Pelaksanaan Pelaksanaan 12 n men men n n n n n n - - -
Akuntansi SKPD Pelaksana;
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan Lapor Lapor
Lo esangn | Aeoe Tahn yos 15 Laporan | 160000 ap ap Laporan Laporan Laporan Laporan R Laporan 0 0,00 Laporan . . .
Akhir Tahun SKPD__| _tersusun
Pengelolaan dan Jumlah Dokumen
Penyiapan Bahan A . Dokume Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume
Tanggapan Bahan Tanggapan n men men n n n n n a - - -
meriksaaan
Pemeriksaan
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan Lapor Lapor
5 s Bulanan/ Triwulanan/ | 324 | Laporan | 16.000.0 Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan 0 0,00 Laporan
aporan KeUangan | semesteran SKPD 00 an an - N - -
Bulanan/
ang tersusun
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Triwulanan/
s
Penyusunan
Pelaporan dan i“‘"lah Dokumen Dokume Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume
PO aporan Prognosis 3
Analisis Prognosis oran n men men n n n n n n - - -
SIS Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran
. . Persentase Dokumen
Administrasi Penatausahaan
Barang M Barang Milik Daerah 30 Persen 64.000. Perse 100 Perse 441.749 0 Persen 0 Persen Persen Persen Persen o 0,00 Persen
Daerah  pada [ n n .400 - - - - -
Perangkat pacrah pada Perangkat 000
Daerah
: A Jumlah Dokumen
o neanaa Rencana Kebutuhan 6 Dokume Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume
n Barang Milik Daerah n men men n n n n n n - - -
Barang Milik S
Daerah SKPD
Pengamanan Jumlah Dokumen
b a Dokume Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume
arang Milik Pengamanan Barang 3 o i, i o o o o o o . . .
Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Koordinasi dan Jumlah Laporan
Penilaian Barang Hasil Penilaian 3 Laporan Lapor Lapor Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Milik Daerah e el an an - - -
SKPD g ©
Pembinaan, Jumlah Laporan Hasi
Pembinaan,
Pengawasan, - dan Pengawasan. Lapor Lapor
i dan ‘ 30 Laporan | 48.000.0 e b Laporan Laporan Laporan Laporan A Laporan 0 0,00 Laporan . . .
Barang Milik o L b 00
Daerah pada SKPD arang M1 acra
pada SKPD
Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan
Penyusunan Rekonsiliasi dan Lapor Lapor
Laporan Barang Penyusunan Laporan 30 Laporan 16.000.0 o o Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan 0 0,00 Laporan
Milik Daerah pada Barang Milik Daerah 00 a a - - - -
SKPD pada SKPD
Penatausahaan Penatmusanaan Lapor Lapor
Barang Milik B Mithe 6 Laporan P P Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Daerah pada SKPD arang M1 an an - - -
Daerah pada SKPD
emanfaatan Jumlah Dokumen
Baramg Mille Hasil Pemanfaatan 5 Dokume Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume
Do ESKPD Barang n men men n n n n n n - - -
aera Milik Daerah SKPD
Persentase Pegawai
- Memperoleh
Administrasi yang
i i"“’f“f“" . 300 % 650.882 % 100 Pe:e 220.874 0 Persen : 0,00 Persen ; 0,00 Persen 0 0,00 Persen 163.786.64 90,00 Persen 234'?0'64 90,00 Persen 234.890. 30,00 36,0
Perangkat Daerah 2 726 .700 0 8 640 - °
Kepegawaian
Perangkat Dacrah
Feningkatan Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana 6 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Prasarana Disiplin Pegawai - - -
Disiplin Pegawai P &
Pengadaan
Pakaian - Dinas Dinas. beoria At | 189 Paket 300982 Paket 63 Paket | 170924 0 Paket Paket 610 Paket 61.000.0 0,00 Paket Paket 125.813.800 | 61,00 Paket 125,813
beserta  Atribut 82 700 - - 0 00 g 64.813.800 61 8194 ’ e 3228 41,80
Kelengkapan 726 800
Kelengkapannya
Jumlah Dokumen
Pendataan  dan Pendataan dan
Pengolahan Dokume Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume
Administrasi Pengolahan 189 n 224000 men men n n n n - n 0 0,00 n - - -
° Administrasi 00
Kepegawaian s °
Koordinasi dan ‘I{IL;:iah Kog“iﬁ:;“:i“
o 3 Dokume Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume
Sistem Informasi ; ; n men men n n n n n n - - -
! Sistem Informasi
Kepegawaian e ‘
Monitoring, Jumlah Dokumen
Evaluasi, dan Monitoring, Evaluasi, 75 | Dokume Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume
Penilaian Kinerja dan Penilaian Kinerja n men men n n n n n n - - -
Pegawai Pegawai
. Jumlah Pegawai
g:?ﬂ:ﬁalk: npec:;::vai Berdasarkan Tugas 49.950.0 10.104.0
e | dan Fungsiyang 30 Orang 99.0000 Orang 10 Orang % 0 Orang : Orang : 0,00 Orang o 1,00 Orang 13.001.038 400 Orang 23.105.038 4,00 Orang 231050 1333 2334
dan Fungsi dan Pelatihan
Sosialisasi Jumlah Orang yang
Peraturan Mengikuti Sosialisasi
Eaivsriul Pearan Porantang 30 Orang 66,0000 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 0 0,00 Orang . . .
Undangan Undangan
Bimbingan Jumlah Orang yang
Teknis ah Orang y¢
Ipiementasi Mengikuti Bimbingan
ol Teknis Implementasi 45 Orang 162.500. Orang 7 Orang Orang Orang Orang 0,00 Orang 85.971.802 7.00 Orang 85.971.802 7,00 Orang 85971.8 1556 5291
Peraturan Perundang- 000 02
Perundang-
Undangan
Undangan
7
Persentase 4
Administrasi Pengadaan Barang
Umum Perangkat Milik Daerah iy % 1.679.9 % 100 | Ferse | 840727 | 1LS persen | 10,82 Persen 191868 | 528 Persen 200297 | 0,00 Persen 554.252.21 93,40 Persen 10218176 | 93,40 Persen 1.021.81 a113 60,8
Daerah Penunjang Urusan 66.600 . Y 322 E o 7.632 > 2
Pemerintah Daerah o
0
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Penyediaan Jumlah Paket
Komponen Komponen Instalasi 175360 8.656.00
Instalasi Listrik/Penerangan 6 Paket 36.887.0 Paket 2 Paket 536 o Paket 2,00 Paket 4.705.00 2,00 Paket 656 0,00 Paket Paket 21.472.500 4,00 Paket 214725
stal 00 - 0 8.111.500 4,00 66,67 5821
Listrik/Penerangan | Bangunan Kantor 40 0 00
Kantor ang Disedi
Penyediaan Jumlah Paket
Peralatan dan Peralatan dan 215.546. 322178
I8 I8 Kantor 9 Paket 278.038. Paket 3 Paket o 2 Paket i Paket 3,00 Paket 2 0,00 Paket 162.732.450 500 Paket 228.308.350 5,00 Paket 228.308. 5556 82,11
! 800 350
Kantor, ang D
- Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Rumah 36.205.1 5.100.70
Peralatan Rumah 6 Paket 71.628.4 Paket 2 Paket | 36205 2 Paket 2,00 Paket 8.660.55 2,00 Paket -100- 0,00 Paket Paket 23.788.700 6,00 Paket 23.788.7
o Tangga o 00 - A 0 10.027.450 6,00 s 10000 | 3321
angga
angD
- Jumlah Paket Bahan
Penyediaan Bahan nla 181.990. 37.690.1
Logatle Kamior Logistk Kantor yang 9 Paket 28375, Paket 3 Paket oo 2 Paket i Paket 504670 0,00 Paket % 0,00 Paket 100,179,650 2,00 Paket 188.336.850 2,00 Paket 188336, 2222 6642
enyediann Baran Jumlah Paket Barang
Cotaeandan | Cetakan dan 9 Paket 164.955 Paket 3 paket | 534770 1 Paket 1,00 Paket 148140 | 3,00 Paket 125000 190 Paket Paket 63.950.500 5,00 Paket 639505
Penggandaan yang 955 00 k 814 o 00 4 36.636.500 5,00 930 o 950- 55,56 38,77
Penggandaan Do 360 00 00
Penyediaan Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan
421 | Dokume Doku 140 Doku 15.540.0 Dokume 151,0 | Dokume 450, | Dokume Dokume Dokume 1.300, | Dokume
dan Peraturan Peraturan Perundang- H o 51832.3 i, P i % 150 o ; 7 o 2.640.00 % . 0 0,00 o 7.620.000 1.300,00 o 10.560.000 0 o 10.560.0 3082 2037
Perundang- Undangan yang 20 0 00
undangan Di i
Penyediaan Jumlah Jenis
enye . Bahan/Material yang 12 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
Bahan/Material pahan - - -
Fasilitasi Jumlah Laporan Lapor Lapor
Konjungn Tamu Fasilitasi Kunjungan 12 Laporan o o Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan . . .
7
Penyelenggaraan Jumlah Laporan ‘z'
Penyelenggaraan Rapat Lapor Lapor | 325.832 23,0 105.132.
e inasi  dan [ty 150 | Laporan 792 0. o 50 o po 12 Laporan | 0 3,00 Laporan 77323.6 o Laporan 500 0,00 Laporan | poe caa 60 50,00 Laporan | 485.400.732 50,00 Laporan 48334200. 3333 6121
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD 2
0
0
Penatausahaan Jumlah Dokumen Dokume Doku Doku Dokurme Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume
Arsip Dinamis Penatausahaan Arsip 15 o e e o o o o o Y R R R
pada SKPD Dinamis pada SKPD
Dukungan
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Sistem Dukungan Dokume Doku Doku Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume
Pemerintahan Pelaksanaan Sistem 21
n men men n n n n n n - - -
Berbasis Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada Elektronik pada SKPD
SKPD
Pengadaan
" Persentase
g::ﬁ Mk Pemeliharaan Barang 30 Perse 101.677
" Milik Daerah % 470.495 % 100 - ° Persen ° ° Persen 0 Persen 0 0,00 Persen 0 Persen 0 0,00 Persen
Penunjang Urusan ! o n .600 - - - - -
X Penunjang Urusan 018
Pemerintah X
Pemerintahan Daerah
Daerah
Jumlah Kendaraan
Pengadaan a
Perorangan Dinas atau
Kendaraan o o
Perorangan Dinas endaraan Dinas 1 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Jabatan yang - - -
atau Kendaraan Dipclinasn den
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang 30 Unit 96.000.0 Unit 10 Unit 41.500.0 0 Unit 0,00 Unit 0,00 Unit 0 0,00 Unit Unit 0 0,00 Unit
Dipelihara 00 00 - - - - - - -
Pengadaan o estn Latnnya
Peralatan dan ¥ 3 Unit 72.400.0 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 0 0,00 Unit
Mesin Lainnya yang 00 - - - -
Dipelihara
Jumlah Aset Tetap
Pengadaan Aset Lainnya yang 1 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Tetap Lainnya nm - - -
Dipelihara
Jumlah Gedung
Pengadaan Aset Kantor dan Bangunan
T Lainnya yang 0 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Loo
eTWL U Dipelihara - - A
/Dirchabilitasi
Jumlah Sarana dan
Pengadaan Prasarana Gedung
Gedung Kantor Kantor atau ) ) ) ) ’ ’ ; ; )
ot Banganan Banganan Lainnya 0 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit : a 2,00
Lainnya yang Dipelihara /
Dirchabilitasi
Pengadaan Jumlah Sarana dan
Sarana dan Prasarana Pendukung
Prasarana Gedung Kantor atau 3 Unit 302.095. Unit 1 Unit 60.177.6 0 Unit 0,00 Unit 0,00 Unit 0 0,00 Unit Unit 0 0,00 Unit
Gedung Kantor Bangunan Lainnya s 00 - - - - - - -
atau Bangunan yang Dipelihara /
Lainnya Dirchabilitasi
5::3:}':“ anl]‘:::s:n Persentase 30 Perse 932.761 ; 249.173 809.143.26
ng Terpenuhinya % 2.741.6 % 100 g Persen Persen 147.241 29,8 Persen e 0,00 Persen 281.640.73 Persen -143. 95,20 Persen 809.143. 29,5
[ n 884 | 6,78 1 | 2994 .034 95,20 4 31,73
iy 76.224 5 217 2 3 264 1
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Urusan Pemerintah B
Daerah 8.
2
8
0
;?Zﬁ/‘x:ax;:?;a j‘ﬁ:‘rl‘i:‘ Surat yang 285 Laporan 35.384.0 Lapor 850 Lapor 1 "22%8 55 Laporan 2530 Laporan 5.5%0.00 zgg, Laporan 2'505"00 0,00 Laporan 11.120.000 800,00 Laporan 19.120.000 sog,o Laporan 19.(1);()‘0 3137 305
Penyediaan Jasa Jumlah Kwh Rekening
gﬂ:‘;:!‘k;:‘w A Lisrk yang 3 Laporan | 336.672. Lapor 1 Lapor 92'63%3 1 Laporan i 3,00 Laporan | 756121 2,00 Laporan ‘E‘ﬁ“s 0,00 Laporan 46837173 6.00 Laporan 70.630.024 6,00 Laporan 70.;;:0.0 20000 | 2098
dan Listrik tbayarkan 1 tahun i
Penyediaan Jasa Jumlah Jenis
Peralatan _dan Feralatandan 9 Laporan | 97.190.4 Lapor 3 Lapor | 54.2044 1 Laporan . 0,00 Laporan | 7.690.00 0,00 Laporan | >17300 | 900 Laporan 28,332,000 100 Laporan 41.197.000 1,00 Laporan | 41197.0 111 4230
Kantor ang disedi
1
3
Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa 1
;el:\yzm:m Umum QSIT;:;‘:‘;QHE 3 Laporan | 2.27190 Lapor 1 Lapor 774'790;4’ 1 Laporan g 3,00 Laporan 126.490. 3,00 Laporan 2256%66‘ 0,00 Laporan | s 351 se0 7.00 Laporan | 678.196.240 7,00 Laporan 678.196. | o0 | hoss
antor e 9.464 000 240
Dibayarkan 8.
2
8
0
Pemeliharaan
e Tk
l‘::;:‘;ﬂg Urusan | terhadap Jumiah & % 834.950 % 100 | Perse | 446558 | g7 Persen ° 6,67 Persen | 49.986. 400 Persen 61,299 | o000 Persen 263.792.50 100,00 Persen 375.028.35 | 1000 Persen 875.028. | g0 24,9
Penunj; Seluruh Aset di Dinas .000 : 500 ° 350 g 2
emerintahan o
Daerah Sosi
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya Jumlah Unit
::Zj‘f‘ail‘:(‘:;:::‘;::" ggg‘:;'ﬁfg‘"as/ 30 Unit 392}(;1550, Unit 10 Unit 108 40%80 1 Unit . 1,00 Unit 32‘886'5 4,00 Unit 424&8}841 0,00 Unit 61.638.500 10,00 Unit 136.163.100 10,00 Unit 13%1(;33. 3333 3478
Perorangan Dinas dipelihara
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan, amiah Unit
Pajak dan Kendaraan Dinas / 12 Unit 240.000. Unit 4 Unit 92.110.0 0 Unit 0,00 Unit 17.550.0 2,00 Unit 19.161.2 0,00 Unit Unit 81.765.250 4,00 Unit 81.765.2
Operasional Yang 00 - 50 45.054.000 4,00 3333 | 3407
Perizinan ity 000 00 50
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Jumlah Meubel yang 5 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Mebel Dipelihara - - -
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kerja dan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Mesin Lainnya yang - - -
diperbaiki/dipelihara
o | Jumlah Aset Tetap
ety L yang diperbaiki 0 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit . . .
dipelihara
Pemeliharaan Aset | Jumiah Aset Tak ) ) ) ) )
e haraan Berwujud yang 0 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit . . .
v Dipelihara
pe
s o Gedung/Kantor yang 0 Unit Unit Unit Unit 0,00 Unit Unit Unit Unit Unit . . .
Bangunan Lainnya Dipelihara
Pemeibaren/Reh | ot Sarana dan
Prasarana Gedung
dan Prasarana Kantor atau Bangunan 3 Unit 203.500. Unit 1 Unit 251020 0 Unit Unit 0,00 Unit 0 0,00 Unit Unit 157.100.000 1,00 Unit 157.100.
Gedung Kantor ! :500. 408 - - / / 157.100.000 1,00 +1004 A 100- 3333 77,20
Giau Bongunan | Laimmayang 000 000
! Dipelihara
Lainnya
8
8
2.
27.560. . 0.529.7 b 1.413.7 20508 2.955.052.7 7.539.506.6 7.539.50
539.003 49.400 : 45.702 - 53 80 6.680
1
2
°
54
Rata-rata Capaian o 14.88 472 2828 1547
Kinerja (%) 2 1,18 72 100 20635 | &>
194 ) 2828
Predikat Kinerja 3 14,88 2 i P 58
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2.3.4 Kinerja Pelayanan Dari Capaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Tahun 2020-2024

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum
dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam
upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan
lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka

kebijakan umum SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
Gelandangan dan Pengemis); serta

2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Provinsi

Penerapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria
(NSPK) SPM Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM
ditujukan untuk pencapaian 100 seratus persen dari Target dan

Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial kabupaten/Kota

mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

di Luar Panti;




Panti; dan

Kabupaten/Kota
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. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;

. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;

. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar

. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2024
Tarset Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
No | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian NSIEK Capaian thn Capaian thn Capaian Capaian thn Capaian thn
2020 2021 thn 2022 2023 2024
Rehabilitasi sosial Jumlah Warga Negara
1, (dasar penyandang | penyandang disabilitas yang | 46 o;| 469 (262 orang)| 6% (46 Orang) | 22%(70 orang)| 103%(103 orang| 80 % (60 orang)

disabilitas terlantar di
luar panti

memperoleh rehabilitasi sosial
di luar panti

Rehabilitasi sosial

Jumlah Warga Negara
anak telantar yang

2. |dasaranak telantar di memperoleh rehabilitasi 100 % | 59% (188 orang) | 43% (63 orang) | 100%(1 orang) | 38% (5 orang) |[100 % (18 orang)
luar panti mper .
sosial di luar panti
Rehabilitasi sosial fiﬂ?ﬁsﬁiﬁinﬁfa?n 25%( 400
3. |dasarlanjut usia mein eroleh rehabifitas% 100 %| 12% (425 orang) | 3%( 100 orang) or(;n ) 75% (150 orang) [100 % ( 10 orang)
terlantar di luar panti mper . g
sosial di luar panti
Rehabilitasi sosial dasar Jumlah Warga Negara/
4. ;‘;f;‘; Z‘;ﬂg}iﬁ};‘;i“s“y a gzlr"ligcrir;g;;pggilaﬁengemls 100 % 0% 100% (4 orang) |100% (1 orang) | 100% (4 orang) | 100 % (7 orang)
pengemis di luar panti rehabilitasisosial di luar panti
Jumlah Warga Negara
Perlindungan dan korbanbencana Kab/Kota
jaminan sosial pada saat | yang memperoleh
5 dan setelah tanggap perlindungan dan jaminan 100 % 100% (3.605 98% (23.852 100% (983 100% (966 orang) |100% (164 orang)
" |darurat bencana bagi sosial pada saat dan setelah ° orang) orang) orang) ° & ° g

korban bencana
Kabupaten/Kota.

tanggap darurat bencana
bagi korban bencana
Kabupaten /Kota.

Permasalahan dan Kendala dalam penerapan Standar

Pelayanan Minimal Bidang Sosial antara lain :

1.

BNBA penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia

terlantar dan gelandangan pengemis memerlukan assesment ulang

Kendala terbatasnya ketersediaan sumber dana, menyebabkan

kegiatan terealisasi di triwulan terakhir

Kendaraan Operasional untuk penyaluran Bantuan Korban

Bencana yang dalam kondisi

kurang maksimal

sehingga

jangkauan pendistribusian dan ketepatan waktu penyaluran

bantuan bencana kurang maksimal
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4. Kurangnya kompetensi SDM Kesos untuk memberikan layanan
Psikososial
5. Keluarga / Masyarkat yang kurang perduli dengan penyandang
disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gelandangan dan pengemis. Khususnya Penanganan kasus
penyandang disabilitas mental (ODGJ) yang masih belum
maksimal, karena kurangnya dukungan keluarga pasca
rehabilitasi sosial
6. Rumah singgah belum berfungsi karena sarana dan prasarana
belum memadai (masih dalam proses pembangunan, dengan target

operasional tahun 2025)

2.3.5 Kinerja Pelayanan Dari Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun
2024-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024
dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024. Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau
target kinerja yang telah ditetapkan, telah menetapkan program yang
merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan kedalam
beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.835.410.000,00 dan
direalisasikan sebesar Rp. 7.525.106.680,00 atau 85,17%, dimana
belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal,

sebagaimana rincian tabel dibawah ini:




Tabel 2.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024
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No | Jenis Belanja Daerah Anggaran Realisasi %

1 BELANJA OPERASI 8.731.366.100,00 7.421.777.180,00 85,00
Belanja Pegawai 3.616.383.708,00 3.539.404.445,00 97,87
Belanja Barang dan Jasa 4.205.446.292,00 3.806.834.985,00 90,52
Belanja Hibah 43.363.600,00 23.365.250,00 53,88
Belanja Bantuan Sosial 866.172.500,00 52.172.500,00 6,02

2 BELANJ A MODAL 104.043.900,00 103.329.500,00 99,31
Belanja Peralatan dan Mesin 104.043.900,00 103.329.500,00 99,31

JUMLAH 8.835.410.000,00 7.525.106.680,00 85,17

Kinerja Pelayanan Dari Anggaran dan Realisasi Keuangan

Tahun 2024-2026 dapat kita baca pada tabel dibawah ini :

sab



Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

Tabel 2.11

Rancangan Akhir (Ranhir)
Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029

Anggaran Pada Tahun Ke

Realisasi Anggaran pada Tahun ke

Program,Kegiatan/Sub Kegiatan 2024 2025 2026 2024 2025 2026
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.835.410.000 7.525.106.680
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 8.835.410.000 7525106680
DINAS SOSIAL 8.835.410.000 7525106680
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 139.570.500 138.854.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 115.000.000 114.283.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.570.500 24.570.500

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.447.279.708

3.422.269.445

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3.447.279.708

3.422.269.445

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

247.561.800

234.890.640
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 134.908.800 125.813.800
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.344.000 23.105.038
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 87.309.000 85.971.802
Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.078.771.800 1.021.817.632
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.473.000 21.472.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 229.494.300 228.308.350
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.175.100 23788700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 234.361.850 188.336.850
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 68.133.550 63.950.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.540.000 10560000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 485.594.000 485400732
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 880.780.884 809.143.264
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.129.000 19.120.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.561.500 70.630.024
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.864.400 41.197.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 735.225.984 678.196.240
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 408.025.908 375.028.350
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 139.895.500 136.163.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 92.110.000 81.765.250
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 176.020.408 157100000
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 17.000.000 14.526.900
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan 1zin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 17.000.000 14.526.900
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 227.833.300 157.378.500
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 11.768.400
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Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 19.000.000 13.271.400
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 12.000.000 2.290.400
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 156.833.300 120.280.100
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 20.000.000 9.768.200
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke 14.337.000 2.828.100
Desa/Kelurahan Asal
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal 14.337.000 2828.100
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 372.055.550 303.191.892
Panti Sosial
Penyediaan Permakanan 64.953.500 61.741.567
Penyediaan Sandang 720.000 0
Penyediaan Alat Bantu 49.074.000 48.126.500
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 115.091.000 99.914.395
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 21.776.000 16.732.700
Pemberl_an Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 44.998.050 41.793.650
Pengemis dan Masyarakat
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 780.000 0
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.000.000 0
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 6.996.000 3.031.400
Pemberian Layanan Kedaruratan 4.930.000 4.930.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 6.169.000 4.371.400
Pemberian Layanan Rujukan 54.568.000 22.550.280
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 80.348.500 57.038.300
Penyediaan Permakanan 4.147.500 4.068.000
Penyediaan Sandang 760.000 0
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 41.450.000 39160700
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 7.580.000 4.371.400
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 18.863.000 3031400
Kerja Sama antar Lembai;a dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabuiaten/Kota 7.548.000 6.406.800
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.377.410.000 464.211.367
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 124.420.000 124.260.200
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 44.358.735
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.207.990.000 295.592.432
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA |  498078.800 | | 479779340 | [ |
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 316.183.350 301.553.550
Penyediaan Makanan 147.981.400 142.001.240
Penyediaan Sandang 27.481.900 27.435.600
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 22.565.050 22.546.550
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 75.798.500 67.864.600
Pelayanan Dukungan Psikososial 42.356.500 41.705.560
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 181.895.450 178.225.790
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 69.451.250 69.445.190




Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
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112.444.200

46.356.250

108.780.600

44.148.550

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

24.105.250

23.253.650

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

18.951.000

18.594.900

Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

3.300.000

2.300.000

sab
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2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial merupakan dokumen
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program
kegiatan untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada
masyarakat. Kelompok sasaran layanan Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS).

UU Kesejahteraan Sosial mendefinisikan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai perseorangan, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau
gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga
memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pelayanan sosial ini mencakup berbagai bentuk bantuan, baik materiil
maupun non-materiil, untuk meningkatkan kualitas hidup dan

kemandirian PPKS.

PPKS tersebut dapat dikelompokan menjadi: (1) kemiskinan, (2)
keterlantaran, (3) disabilitas, (4) ketunaansosial dan penyimpangan
perilaku, (5) korban bencana, (6) keterasingan, serta (7) korban tindak

kekerasan, marjinal, perdagangan orang, eksploitasi dan deskriminasi.

Kelompok sasaran layanan Renstra Dinas Sosial 12 PAS dapat

dikategorikan sebagai berikut:
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Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang
disesuaikan dengan arah kerja baru Kementerian Sosial di
rekategorikan menjadi 12 PAS. 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial) adalah 12
kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama program dan
layanan kesejahteraan sosial. Kelompok-kelompok ini membutuhkan
perhatian khusus dalam mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan
kesejahteraan. Sasaran 12 PAS tersebut terdiri dari anak-anak rentan,
difabel, lansia telantar, berpendapatan rendah, korban bencana, mereka
yang membutuhkan afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan,
korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat yang bermasalah sosial,
perempuan rentan dan fakir miskin. Keduabelas kluster tersebut harus
dimasukkan ke dalam data agar bantuan yang diberikan kepada mereka

tepat sasaran.

Tujuan Layanan Renstra Dinas Sosial adalah Layanan yang

diberikan kepada kelompok sasaran 12 PAS yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya PPKS.

2. Memberikan perlindungan sosial terhadap korban bencana dan
tindak kekerasan.
Meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.
Melindungi dan memfasilitasi hak-hak anak-anak dan kelompok
rentan lainnya.

5. Mengembangkan potensi dan sumber daya masyarakat untuk

mencapai kesejahteraan.

PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana salah satu
fungsinya adalah perumusan dan penetapan rencana kebijakan

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
2.5.1 Permasalahan Pelayanan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesejahteraan
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sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan serta faktor-faktor yang
mempengaruhi, antara lain:
a. Faktor Internal

1. Masih belum optimalnya mutu pelayanan sosial terhadap
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akibat dari
terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Dinas Sosial;

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga
profesional di bidang kesejahteraan sosial dan keterbatasan
jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai
jenis Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

3. Masih minimnya alokasi anggaran menyangkut kesejahteraan
sosial yang pembiayaannya melalui APBD.

4. Data penerima bantuan yang belum valid sehingga pemberian
bantuan tidak tepat sasaran dan data keterlantaran untuk
penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak yang belum
valid, karena verifikasi kelayakan penerima bantuan idealnya
dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.

5. Penanganan kasus penyandang disabilitas mental (ODGJ)
yang masih belum maksimal;

6. Penanganan kesiapsiagaan bencana dan pasca bencana yang
belum maksimal;

7. Masih ada beberapa elemen dari 26 (dua puluh enam) Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani;

8. Belum ada Rumah Singgah untuk penampungan dan
pembinaan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

b. Faktor Eksternal

1. Adanya dampak inflasi kenaikan harga kebutuhan bahan
pokok dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang
menyebabkan peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) yang juga berdampak pada menurunkan taraf
hidup masyarakat di Kabupaten Seruyan,

2. Mentalitas miskin masyarakat yang berharap mendapatkan
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bantuan sosial yang menyebabkan bantuan sosial tidak tepat
sasaran,;

3. Data PPKS dari hasil MusDes dan MusKel tidak disampaikan
secara periodik pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai
bahan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial pada
SIKS-NG;

4. Penetapan dari Kementerian Sosial terkait Balai Rujukan
untuk rehabilitasi sosial berada di termasuk zona/wilayah
jawa (Solo) yang menyebabkan jangkauan dan pelayanan
terkendala jarak;

5. Masih banyak Desa/Kelurahan yang belum tersedia Pusat
Kesejahteraan Sosial (Puskessos);

6. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

7. Adanya pemahaman keliru bahwa penanganan permasalahan
Sosial dianggap sebagai tanggung jawab Pemeritah Daerah
(Dinas Sosial) yang berdampak pada berkurangnya empati /
rasa kepedulian sosial masyarakat ketika terjadi

permasalahan sosial.

Permasalahan dan kendala dari faktor internal dan eksternal

diatas akan menjadi variable dalam analisis penyusunan isu-isu

strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada tahun 2025-2029.

2.5.2 Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Sosial dalam

mengembangkan pelayanannya, yaitu :

1.
2.
3.

Belum optimalnya data PPKS

Semakin kompleksnya permasalahan sosial

Belum maksimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS)

Belum optimalnya sarana dan prasarana serta aparatur
penyelenggara kesejahteraan sosial

Peluang yang dapat di identifikasi Dinas Sosial adalah sebagai




berikut :
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1. Pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS).

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial

bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Penguatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Dukungan dari Lintas Sektor

2.6 ISU STATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

Berdasarkan

permasalahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

telaahan

dan

analisis

dari

Identifikasi

maka

ditetapkanlah isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang
menjadi perhatian Dinas Sosial dalam menyusun Rencana Strategis
Dinas Sosial periode 2025-2029. Isu strategis Dinas Sosial umumnya

berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial,

perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Isu strategis

dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program
pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan dengan isu

nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Tabel 2.12

Telaah Isu Strategis Dinas Sosial

POTENSI

ISU KLHS YANG

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT

ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DAERAH YANG DAERAH
MENJADI PERMASALAHAN RDEI;:EZ::: REGIONAL
KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT GLOBAL NASIONAL PROVINSI KABUPATEN
PERANGKAT DAERAH KALIMANTAN
DAERAH TENGAH
Optimalisasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial
. i Optimalisasi Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial
Penanganan masalah Kesenjangan - Aging . -
. . R . Polarisasi . Kesejahteraan Penanganan Peningkatan Pengelolaan Data Terpadu
Sosial Budaya kesejahteraan sosial Sosial dan . Population L R X
. L Sosial . Masyarakat Kemiskinan Kesejahteraan Sosial (DTKS)
belum optimal Kemiskinan Negara Maju
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS)

Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis

Dinas Sosial dijabarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
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Peningkatan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal
sebagai antisipasi Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Seruyan
Optimalisasi Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial
Adapun yang akan dilakukan berupa penerapan standar pelayanan
minimal (SPM) bidang sosial dengan memberikan pelayanan dasar
kesehatan dan  sosial. Penyempurnaan  perencanaan dan
penganggaran dalam mendukung pelaksanaan Program Kegiatan
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial;
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Perlunya Peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas dan
pemerataan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga
Sosial dalam penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial sebagai
bentuk dukungan keterlibatan dalam penyelenggaraan kegiatan
sosial. Keberadaan pendamping kesejahteraan sosial menjadi salah
satu aspek terpenting untuk memastikan bahwa program
kesejahteraan sosial sudah terlaksana dengan baik. Dinas Sosial
memiliki beberapa pendamping seperti pendamping rehabilitasi
sosial, pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun
dalam pelaksanaannya pendampingan yang dilakukan tidak optimal
serta belum adanya mekanisme pendampingan dan monitoring
lanjutan yang valid dan komprehensif.
Peningkatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
SIK-NG berupa pengelolaan data (verifikasi, validasi dan
pemutakhiran DTKS), pengelolaan informasi kesejahteraan sosial,
fasilitasi bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga, sosialisasi
bantuan sosial pengembangan ekonomi, peningkatan keaktifan
potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan penanganan sistem

layanan terpadu penanganan kemiskinan (SLRT).
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BAB III
TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada S (lima)
Tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi
kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil
serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Sosial untuk kurun
waktu periode renstra.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral
dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun
secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
program Perangkat Daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi
sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja
yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam
rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
selaras dan berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun
2025-2029 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) selama periode 2025-2029.

Penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten
Seruyan pada Tahun 2025-2029 yaitu didasarkan pada Visi, Misi Bupati
dan Wakil Bupati Terpilih, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 serta
mempedomani Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029

dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis
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potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan

memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang

kemudian dirumuskan sebagai berikut :
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Secara filosofi, visi tersebut mencerminkan makna dan harapan
besar bagi Kabupaten Seruyan untuk terus berkembang dibidang
ekonomi dengan dengan tetap mempedomani pembangunan
berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang lestari, masyarakat
yang sejahtera dan wilayah yang maju serta pemerintah yang amanah
dan adil. Secara lebih rinci, Visi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029
dijelaskan sebagai berikut:

“Berkelanjutan” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan
berkontribusi dalam menerapkan tujuan Pembangunan berkelanjutan
(TPB) dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan
ekonomi, keadilan dan kehidupan sosial Masyarakat terhadap
pelestarian lingkungan dengan tata kelola yang baik untuk memastikan
keberlangsungan kualitas kehidupan saat ini dan generasi mendatang.

“Sejahtera” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan
mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan
tepenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, jaminan
sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh
kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis,
rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kebahagiaan yang relatif
lebih tinggi dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.

“Maju” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen

untuk menciptakan daya saing ekonomi yang inklusif dan kolaboratif
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dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi daerah
yang dimaknai dengan peningkatan pendapatan PAD dan DBH melalui
peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya daerah.

“Adil” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berpegang teguh
untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa diskriminasi
sesuai dengan pengembangan potensi daerah yang mengedepankan
persatuan dari semua pihak. Selain itu, menjamin keterbukaan akses
secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik,
serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan
supremasi hukum dan perlindungan HAM.

“Amanah” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan
menjamin terwujudnya pemerintahan yang dapat dipercaya oleh
masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar dalam hak dan
kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan
bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta
solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, komitmen dan tanggung
jawab yang baik antara pemimpin dan masyarakat.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk
periode 2025-2029, antara lain:

MISII : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun
Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.

MISIII : Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis,
Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif

MISI III : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa,
dan Inovasi Layanan Publik

MISI IV : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan
Ketahanan Bencana

MISIV : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi
Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan

Daerah
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Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten
Seruyan, Dinas Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian
misi ke I Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun
Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul yang berkaitan langsung dengan
pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
Untuk pengukuran pencapaian Misi I RPJMD Kabupaten
Seruyan Tahun 2025-2029 menetapkan indikator kabupaten, sebagai
berikut :

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung Dinas Sosial
SASARAN TARGET RPJMD
NO MISI RPJMD TUJUAN RPJMD INDIKATOR
RPJMD 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
I Mewujudkan Kesejahteraan Terwujudnya kemandirian Menurunnya Tingkat 6,36% 6,20% 5,50% 5,10% 5,06% 5,01%
Masyarakat dengan daerah melalui kemiskinan Kemiskinan
Membangun Sumberdaya peningkatan kualitas SDM (Sasaran ke- Nilai SAKIP -1 73 = 75 76 =
Manusia (SDM) Unggul dan ketahanan pangan 5)
3.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN
Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-
2029, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goal) yang sejalan
dengan pencapaian visi dan misi tersebut dan ultimate outcome Sektor
Pengentasan Kemiskinan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di
Kabupaten Seruyan, serta permasalahan dan isu-isu staretgis
pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Seruyan yang.
Berikut perumusan tujuan (intermediate outcome) dan sasaran
Rencana Stategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 dengan relevansi
terhadap Sasaran RPJMD :
Tabel 3.2
Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial
NSPK SASARAN TARGET TAHUN K
RPJMD YG TUJUAN SASARAN INDIKATOR E
RELEVAN 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | .
Menurunkan Indikator Tujuan :
Menurunnya Jumlah Pemerlu P ¢ PJ y Jumlah
kemiskinan (Misi | Pelayanan Perseri a?fl enurunan Jumia 95% | 90% | 85% | 80% | 75% 75%
I, Sasaran ke-5) Kesejahteraan Kemgr;l ¢ ayaél an 1 (PPKS
Sosial (PPKS) esejahteraan Sosial ( )
Meningkatkan Indikator Sasaran :
Penanganan terhadap Persentase Pemerlu Pelayanan
Pemerlu Pelayanan Keseiah al 4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kesejahteraan Sosial esejahteraan Spsm (PPKS)
(PPKS) yang Tertangani
Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Indikator Sasaran :
Dinas Sosial Kabupaten Nilai SAKIP Dinas Sosial 58 60 62 64 66 66
Seruyan
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Tujuan Renstra Dinas Sosial adalah Menurunkan Jumlah
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator
Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS), dan Sasaran Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Persentase
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani,
ditetapkan target merata maksimal 100% (seratus persen) dalam setiap
tahun. Diharapkan kelompok sasaran 12 PAS dapat terdata dan
tertangani secara optimal selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan
jumlah PPKS bisa menurun secara signifikan.

Sasaran penunjang, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Sosial Kabupaten Seruyan, dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial,
ditetapkan target meningkat secara bertahap dalam setiap tahun. Di
harapkan peningkatan kualitas pelayanan publik pelayanan sosial dan
adminitrasi baik dari segi SDM, anggaran dan sarana / prasarana dapat
mendukung tercapainya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial
dari Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Untuk kesinambungan pembangunan di bidang sosial setiap
tahun dalam jangka waktu lima tahun, Renstra Dinas Sosial dirancang
berdasarkan tema pembangunan tahunan. Tema ini menjadi landasan
dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih jelas sehingga
memudahkan implementasi dalam Rencana Kerja (Renja). Setiap tema
memiliki keterkaitan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran

yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3
Penahapan Rencana Strategis Dinas Sosial
TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP VI TAHAP V
2025 2026 2027 2028 2029

Meningkatkan
perlindungan dan
jaminan sosial bagi
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Meningkatkan
perlindungan dan
jaminan sosial bagi
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Meningkatkan
perlindungan dan
jaminan sosial bagi
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Meningkatkan
perlindungan dan
jaminan sosial bagi
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Meningkatkan
perlindungan dan
jaminan sosial bagi
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Karena pelayanan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan

secara maksimal setiap tahun maka tema tahapan rencana trategis
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berupa peningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ditetapkan per tahun.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN
SERUYAN

Strategi memiliki pengertian sebagai langkah berisikan program-
program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan
kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah dapat
menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari Perangkat
Daerah. Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas
dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman
untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah
dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5
(lima) tahun.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk
percepatan menurunnya jumlah PPKS dan meningkatnya peran PSKS
dalam upaya kesejahteraan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial
diupayakan melalui pelayanan langsung (direct services) guna
melaksanakan rehabilitasi sosial dasar PPKS di luar Panti pelayanan
Sosial, perlindungan dan jaminan sosial perorangan dan keluarga
melalui metode Social Case Work (pekerjaan sosial perorangan/
individu), penanganan fakir miskin melalui metode Social Group Work
(pekerjaan sosial dengan kelompok), serta pelayanan tidak langsung
(undirect services) melalui kemitraan strategis dengan Pemerintah
kabupaten/ Kota dan masyarakat, dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar

yakni Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan
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Pemberdayaan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan merupakan bagian stakeholder
dalam penanggulangan kemiskinan dalam tingkat regional. Salah satu
tugas pokoknya adalah mensinergikan penanganan kemiskinan pada
tingkat pusat dengan pihak kabupaten, sebagai pelaksana langsung
program pengentasan kemiskinan. Dengan posisi tersebut, maka Dinas
Social Kabupaten Seruyan harus mampu menciptakan kondisi agar
komunikasi antara berbagai pihak tersebut dapat terlaksana dengan
baik, sehingga program yang diluncurkan oleh pemerintah dapat
dilaksanakan pada tingkat kabupaten, serta dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat.

Sehubungan dengan strategi pembangunan daerah dalam
RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 yang terkait dengan
Dinas Sosial dalam mendukung Misi I Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul
adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan dan peningkatan terhadap akses dan kualitas pendidikan
2. Penguatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan di
tingkat masyarakat

Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan
Peningkatan sediaan farmasi dan pengawasan obat dan makanan
Peningkatan produksi pangan berkelanjutan

Peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan
Optimalisasi pemanfaatan lahan dan distribusi pangan wilayah

Perluasan akses terhadap peluang kerja yang inklusif

e U e

Penguatan pembinaan kepemudaan dan pengembangan bakat
Olahraga
10. Optimalisasi program perlindungan sosial bagi kelompok rentan
11. Peningkatan Kolaborasi Perlindungan dan Jaminan Sosial
Masyarakat

Untuk pencapaian Misi I Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul, RPJMD
Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menetapkan arah kebijakan

o
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kabupaten yang terkait dengan Dinas Sosial, sebagai berikut :

1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial inklusif dan adaptif

bagi masyarakat rentan dan miskin

a bk wb

sosial.

Mengoptimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan
Menguatkan pemberdayaan sosial bagi kelompok miskin dan rentan
Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan perlindungan

6. Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pemberian bantuan

sosial

Hubungan Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

yang terkait dengan Dinas Sosial digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

Misi, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan RPJMD
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

MISI YANG OPERASIONALISASI

DIDUKUNG NSPK STRATEGI RPJMD ARAH KEBIJAKAN RPJMD
Mewujudkan Menurunnya 1. Optimalisasi program 1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial
Kesejahteraan kemiskinan perlindungan sosial bagi inklusif dan adaptif bagi masyarakat rentan dan
Masyarakat dengan (Sasaran ke-5) kelompok rentan miskin
Membangun 2. Peningkatan Kolaborasi 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak

Sumberdaya Manusia
(SDM) Unggul (Misi I)

Perlindungan dan Jaminan
Sosial Masyarakat

dan perlindungan sosial.

2. Mengoptimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi
kelompok rentan

4. Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial Tepat
Sasaran

3. Menguatkan pemberdayaan sosial bagi kelompok
miskin dan rentan

6. Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam
pemberian bantuan sosial

Dalam mewujudkan visi,

misi,

dan tujuan RPJMD serta

mendukung pembangunan daerah berjalan dengan baik maka

dirumuskan strategi Dinas Sosial. Renstra Dinas Sosial mencakup 3

(tiga) strategi yaitu :

Tabel 3.5

Perumusan Strategis Renstra

Masyarakat dengan
Membangun Sumberdaya
Manusia (SDM) Unggul

(Misi I, Sasaran ke-5)

rentan

MISI YANG DIDUKUNG OPERA?:S(?;?LISASI STRATEGI RPJMD STRATEGI RENSTRA DINAS SOSIAL
Mewujudkan Menurunnya 1. Optimalisasi program Peningkatan pelayanan sosial bagi Pemerlu
Kesejahteraan kemiskinan perlindungan sosial bagi kelompok Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

2. Peningkatan Kolaborasi

Perlindungan dan Jaminan Sosial

Masyarakat

Kolaborasi dan integrasi program kegiatan
pelayanan kesejahteraan sosial

Penguatan kompetensi pilar pilar
kesejahteraan sosial
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Berikut Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun

2025-2029 :
Tabel 3.6
Perumusan Arah Kebijakan
OPERASIONALISASI ARAH KEBIJAKAN
NO NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD RENSTRA DINAS SOSIAL KET
1 Menurunnya 1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan Optimalisasi Perlindungan 1. Program Perlindungan dan

kemiskinan
(Misi I, Sasaran ke-5)

sosial inklusif dan adaptif bagi masyarakat
rentan dan miskin

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat
akan hak dan perlindungan sosial.

dan Jaminan Sosial,

Jaminan Sosial
2. Program Penanganan
Bencana

3. Mengoptimalisasi pelayanan rehabilitasi
sosial bagi kelompok rentan

Meningkatkan kualitas
Pelayanan Dasar
Rehabilitasi Sosial

1. Program Rehabilitasi Sosial,
2. Program Penanganan Warga
Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan

4. Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial
Tepat Sasaran

Validasi dan Pemutakhiran
Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial
(DTKS)

1. Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial

5. Menguatkan pemberdayaan sosial bagi
kelompok miskin dan rentan

6. Meningkatkan kerjasama dengan swasta
dalam pemberian bantuan sosial

Penguatan kapasitas
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS)

1. Program Pemberdayaan
Sosial

Penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas

Sosial Sosial

penyelenggaraan kesejahteraan

sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 3.7

Sosial

Kabupaten Seruyan mengutamakan kepada upaya

di Kabupaten Seruyan,

Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan Program Utama

TUJUAN DINAS SASARAN DINAS WAKTU
SOSIAL SOSIAL STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN
Menurunkan Jumlah Meningkatkan Peningkatan pelayanan Optimalisasi Perlindungan dan 2025 - 2029

Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Indikator Tujuan :
Persentase Penurunan
Jumlah Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Penanganan terhadap
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Indikator Sasaran :
Persentase Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS) yang Tertangani

sosial bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS)

Jaminan Sosial,

Verifikasi dan Validasi Proses Usulan
Data untuk mendukung
pemutakhiran DTSEN

Kolaborasi dan integrasi
program kegiatan
pelayanan kesejahteraan
sosial

Meningkatkan kualitas Pelayanan
Dasar Rehabilitasi Sosial

Penguatan kompetensi
pilar pilar kesejahteraan
sosial

Penguatan kapasitas Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Dari beberapa pertimbangan, kondisi di lapangan dan harapan

Dinas Sosial, maka dibuat Value Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

“DINSOS SELALU ADA”

merupakan

simbol semangat dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendukung Visi dan Misi

Kepala Daerah Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan “BERSAMA
MEMBANGUN SERUYAN, UNTUK SEMUA”. Dinas Sosial bersama
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dengan Pekerja Sosial berusaha selalu melayani mayarakat yang
memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin
dan rentan dan Meningkatkan peran serta PSKS dalam penanganan

masalah kesejahteraan sosial agar bisa berperan serta mengentaskan

kemiskinan di Kabupaten Seruyan.




Rencana Strategis (Renstra) @
Dinas Sosial Tahun 2024 - 2029

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN SOSIAL TAHUN 2025-2029

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENCANA STRATEGIS TAHUN
2025-2029

Sesuai Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja pada
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut keterkaitan

Tupoksi dengan Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Sosial :
Tabel 4.1

Hubungan antara Tupoksi dengan
Tujuan, Sasaran dan ProgramDinas Sosial

NSPK SASARAN
TUPOKSI RPJMD YG RELEVAN TUJUAN SASARAN PROGRAM OUTCOME
Menurunnya Menurunkan
kemiskinan (Misi I, Jumlah Pemerlu
Sasaran ke-5) Pelayanan
Kesejahteraan

Sosial (PPKS)

Meningkatkan
Penanganan terhadap
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Program Pemberdayaan Meningkatnya

Sosial pemberdayaan sosial
1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Program Pemberdayaan Meningkatnya
Terpencil (KAT) Sosial pemberdayaan sosial
2. Pengumpulan Sumbangan dalam Program Pemberdayaan Meningkatnya
Daerah Kabupaten/Kota Sosial pemberdayaan sosial
3. Pengembangan Potensi Sumber Program Pemberdayaan Meningkatnya
Kesejahteraan Sosial Daerah Sosial pemberdayaan sosial

Kabupaten/Kota

Program Rehabilitasi
Sosial

Meningkatnya
Rehabilitasi Sosial

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial

Program Rehabilitasi
Sosial

Meningkatnya
Rehabilitasi Sosial

5. Rehabilitasi Sosial Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial

Program Rehabilitasi
Sosial

Meningkatnya
Rehabilitasi Sosial

6. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

7. Pemulangan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan dari Titik

Program Penanganan
Warga Negara Migran

Meningkatnya layanan
penanganan warga




Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota
untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan
Asal
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Korban Tindak
Kekerasan

negara migran korban
tindak kekerasan

8. Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Program Perlindungan
dan Jaminan Sosial

Meningkatnya
Perlindungan dan
Jaminan Sosial

9. Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Program Penanganan
Bencana

Meningkatkan
perlindungan sosial
korban bencana

10. Penyelenggaraan Pemberdayaan
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota

Program Penanganan
Bencana

Meningkatkan
perlindungan sosial
korban bencana

Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten
Seruyan

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /
Kota

Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran pada Unit
Kerja

11. Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan
Taman Makam
Pahlawan

Meningkatnya tata
kelola Taman Makam
Pahlawan

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan

arah kebijakan Renstra Dinas sosial Kabupaten Seruyan 2025-2029, maka
langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan
dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan
Dinas Sosial dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun
perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai
Tahun 2025 sampai dengan 2029 serta kondisi di akhir perencanaan dan

unit kerja pelaksana dan lokasi masing-masing kegiatan.

4.1.1 URAIAN PROGRAM

Program adalah penjabaran kebijakan Dinas Sosial dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi. Sedangkan pagu indikatif merupakan kebutuhan dana bagi

pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Setiap tahun sampai dengan

Tahun 2029.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang
dimuat dalam Renstra Dinas Sosial, selanjutnya dijadikan acuan dalam
penyusunan Renja Dinas Sosial. Perencanaan program dalam dokumen
Dinas Sosial harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan
serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan
demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program.

Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap
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tahun dalam Rencana Kerja, serta menjadi dasar dalam penyusunan KUA

PPAS.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan melaksanakan 6 (enam) Program, terdiri dari 2 (dua)
program penunjang urusan dan S5 (lima) program utama. Program utama
yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial;

2. Program Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan;

3. Program Rehabilitasi Sosial;

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,;

5. Program Penanganan Bencana;

Program penunjang urusan yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

4.1.2 URAIAN KEGIATAN
Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan.
Kegiatan Dinas Sosial adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Kegiatan merupakan aspek
operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi

sasaran dan sasaran organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah bahwa kegiatan mengacu pada program dengan
memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan periode

Tahun 2025-2029 sebanyak 16 (enam belas) kegiatan, terdiri dari 8 (delapan)
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kegiatan teknis dan 8 (delapan) kegiatan penunjang urusan. Kegiatan
tersebut sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota;

3. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
Desa/ Kelurahan Asal

4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial;

5. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
Sosial;

6. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota;

7. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota;

8. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;

9. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam  Pahlawan  Nasional
Kabupaten/Kota;

10. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah;

11. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

12. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

13. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

14. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah;

15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

16. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
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4.1.2 URAIAN SUB KEGIATAN
Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam

pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 untuk mendukung
pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Sosial dalam bidang Sosial
sebanyak 70 (tujuh puluh) sub kegiatan yang terdiri dari 41 (empat puluh
satu) sub kegiatan teknis dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan
penunjang urusan pemerintah daerah.

Rincian 41 (empat puluh satu) sub kegiatan penunjang urusan
sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah
dan Pengumpulan Uang atau Barang;

2. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota;

3. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;

4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;

5. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;

6. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);

7. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Perorangan Kewenangan Kabupaten/Kota;

8. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal;

9. Penyediaan Permakanan;

10. Penyediaan Sandang;

11. Penyediaan Alat Bantu;




12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial,
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat;
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,
Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
Pemberian Layanan Kedaruratan;
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
Pemberian Layanan Rujukan;
Penyediaan Permakanan;
Penyediaan Sandang
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti;
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial,
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA;
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,
Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota;
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga ;
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
Penyediaan Makanan,;
Penyediaan Sandang;

Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;
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38. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
39. Pelayanan Dukungan Psikososial,
40. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
41. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana;
Rincian 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan penunjang urusan sebagai
berikut :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD;
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

3

4

5

6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang — Undangan;

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

15. Pengadaan Mebel,

16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

17. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;

24. Pemeliharaan Mebel,




25.
26.

27.

28.
29.
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Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya;
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota;
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;

Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan

tersebut, maka Dinas Sosial menetapkan rencana program, kegiatan dan sub

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029, yaitu sebagai
berikut :




Tabel 4.2

Rencana Strategis (Renstra) g
Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029

Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra

NSPK SASARAN
RPJMD YG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ KET
SUBKEGIATAN
RELEVAN
Menurunnya Menurunkan Indikator Tujuan : Tujuan
kemiskinan (Misi Jumlah Pemerlu Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan
1, Sasaran ke-5) Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kesejahteraan
Sosial (PPKS)
Meningkatkan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Sasaran
Penanganan terhadap (PPKS) yang Tertangani
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)
Meningkatnya 1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Program Pemberdayaan Sosial Program
pemberdayaan meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial
sosial
2. Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang
meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
3. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib
perizinan Pengumpulan Sumbangan
Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Pengumpulan Sumbangan Kegiatan
dalam Daerah Kabupaten/ Kota Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Barang
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Penerbitan Izin Undian Gratis
dan Pengumpulan Uang atau Barang Pengumpulan Uang atau Barang Berhadiah dan Pengumpulan
Uang atau Barang
Terlaksananya Pengembangan Potensi Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kegiatan

Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/ Kota

Daerah Kabupaten/ Kota

Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/ Kota

Meningkatnya Kemampuan Potensi
Pekerja Sosial Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Mendapat Peningkatan
Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan
Potensi

Pekerja Sosial Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kapasitas Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan
Potensi

Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kapasitas Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan
Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
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Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kapasitas Lembaga
Kesejahteraan Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan
PotensiSumber Kesejahteraan
SosialKelembagaan
MasyarakatKewenangan
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya
Manusia dan Penguatan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan
Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam
penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan
Sumber

Daya Manusia dan Penguatan
Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan

Keluarga (LK3)

Meningkatnya Kapasitas Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Perseorangan Kewenangan

Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat,
Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang

Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Perorangan Kewenangan

Kabupaten/Kota Meningkat Kapasitasnya Kabupaten/Kota
Meningkatnya Persentase warga Negara migran korban tindak Program Penanganan Warga Program
layanan kekerasan yang tertangani Negara Migran Korban Tindak
penanganan Kekerasan
warga negara
migran korban
tindak kekerasan
Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Pemulangan Warga Negara Kegiatan
Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Migran Korban Tindak
Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa Kekerasan dari Titik Debarkasi di
untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan /Kelurahan Asal Daerah Kabupaten/Kota untuk
Asal dipulangkan ke Desa/ Kelurahan
Asal
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Fasilitasi Pemulangan Warga
Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan | Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan Negara Migran Korban Tindak
Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Kekerasan dari Titik Debarkasi di
Provinsi untuk dipulangkan ke dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota untuk
Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota dipulangkan ke Desa/Kelurahan
Kabupaten /Kota Asal
Meningkatnya 1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Program Rehabilitasi Sosial Program

Rehabilitasi Sosial

terpenuhi kebutuhan dasarnya

2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya

3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya

4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
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5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial
Dasar yang diberikan kepada Penyandang
Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar serta Gelandangan
Pengemis diluar panti

Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar serta
Gelandangan Pengemis di Luar
Panti Sosial

Kegiatan

Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per
Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Permakanan

Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan
Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan
Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Sandang

Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai
Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat
Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyediaan Alat Bantu

Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan
Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian Pelayanan Reunifikasi
Keluarga

Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan
Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual, dan Sosial

Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat

Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan
Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan
Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian Layanan Data dan
Pengaduan

Terlaksananya Pemberian Layanan
Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan
Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian Layanan Kedaruratan

Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan
Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian Layanan Rujukan

Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan
Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi

Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan
Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas

Fasilitasi Pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, Akta




Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
Gelandangan dan Pengemis Kewenangan
Kabupaten/Kota
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Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
Gelandangan dan Pengemis Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu
Identitas Anak

Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS
dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Kegiatan

Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per
Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Permakanan

Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan
Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah orang yang Menerima pakaian dan
kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Sandang

Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai
Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat
Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyediaan Alat Bantu

Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar
Panti Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Perbekalan
Kesehatan di Luar Panti

Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan
Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual, dan Sosial

Terlakasananya Pemberian Bimbingan
Sosial kepada Keluarga Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA

Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan
Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,
Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran,
Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu
Identitas Anak

Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan
Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga




Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
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Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan
Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian Pelayanan
ReunifikasiKeluarga

Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga
dan Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama
antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Kerja Sama antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial

Kabupaten/Kota
Meningkatnya 1. Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi Program
Perlindungan dan kebutuhan dasarnya
Jaminan Sosial
2. Persentase Penerima Manfaat yang meningkat
Kemandirian Ekonomi
3. Persentase Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin
4. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima
Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari
Kemiskinan
Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Kegiatan
Cakupan Daerah Kabupaten /Kota Daerah Kabupaten /Kota Cakupan Daerah Kabupaten
/Kota
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota | Pendataan Fakir Miskin Cakupan
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Pengelolaan Data Fakir Miskin
Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fakir Miskin Kabupaten/Kota Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Sosial
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Fasilitasi Bantuan Pengembangan
Kesejahteraan Keluarga Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Ekonomi Masyarakat
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Pengelolaan Data Fakir Miskin
Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
yang dilaksanakan
Meningkatkan 1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Program
perlindungan Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan
sosial korban setelah tanggap darurat bencana
bencana
2. Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana
yang meningkat kesiapsiagaannya
3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan
Layanan Pemulihan Sosial
Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Perlindungan Sosial Korban Kegiatan

Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota

Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saatdan
Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota

Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/ Kota




Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian) Kewenangan
Kabupaten/Kota
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Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1
Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Makanan

Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang
Tersedia pada Masa Tanggap Darurat
(Pengungsian) dan Pasca Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan
Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa
Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Sandang

Tersedianya Tempat Pengungsian
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyediaan Tempat
Penampungan Pengungsi

Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus
bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penanganan Khusus bagi
Kelompok Rentan

Terpenuhinya Pelayanan Dukungan
Psikososial bagi Korban Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan
Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelayanan Dukungan Psikososial

Terlaksananya Penyelenggaraan Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap Penyelenggaraan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat terhadap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota Pemberdayaan Masyarakat
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/ Kota
Terlaksananya Kampung yang Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Koordinasi, Sosialisasi dan
Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Pelaksanaan Kampung Siaga
Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Koordinasi, Sosialisasi dan
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Pelaksanaan Taruna Siaga
Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota Bencana
Kabupaten/Kota
Indikator Tujuan :
Nilai Kematangan Lembaga Dinas Sosial
Meningkatkan Indikator Sasaran :
Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP Dinas Sosial
Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan
Terlaksananya Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada | Program Penunjang Urusan
Pelayanan Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten /
Administrasi Kota
Perkantoran pada
Unit Kerja
Terlaksananya Perencanaan, Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perencanaan, Penganggaran dan Kegiatan

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun dan
dilaporkan tepat waktu

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
dan dilaporkan tepat waktu (%)

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah




Tersusunnya Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
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Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Terlaksananya Administrasi Keuangan Persentase Layanan Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan Kegiatan
Perangkat Daerah dengan baik Perangkat Daerah (%) Perangkat Daerah
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kegiatan
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Pengadaan Pakaian Dinas
Kelengkapan Kelengkapan beserta Atribut
Kelengkapannya
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
Terlaksananya Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Implementasi
Implementasi Peraturan Perundang- Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Undangan
Terlaksananya Administrasi Umum Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat | Administrasi Umum Perangkat Kegiatan

Perangkat Daerah

Daerah

Daerah

Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang Disediakan

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang
Disediakan

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang
Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Kegiatan
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Daerah
Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Pengadaan Peralatan dan Mesin
Disediakan Lainnya
Tersedianya Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Gedung Kantor
Bangunan yang Disediakan atau Bangunan Lainnya
Lainnya
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
Tersedianya Laporan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Menyurat
Tersedianya Laporan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Laporan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Penyediaan Jasa Peralatan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan Umum Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik Kegiatan
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pajaknya Kendaraan Perorangan Dinas
Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Kendaraan Dinas Operasional atau Perizinannya Perizinan Kendaraan Dinas
Lapangan Operasional atau Lapangan
Tersedianya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya Dipelihara Mesin Lainnya
Tersedianya Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan /Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara /Direhabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Meningkatnya Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola Pengelolaan Taman Makam Program
tata kelola Taman dengan baik Pahlawan
Makam Pahlawan
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Makam Kegiatan

Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/
Kota.

Nasional Kabupaten/ Kota

Pahlawan Nasional Kabupaten/
Kot




Terlaksananya Rehabilitasi serta

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman
Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
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Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Taman Makam
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam

Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada
Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengamanan Taman Makam

Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Pengamanan Taman Makam
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

Penjabaran secara rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan Renstra

BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
AR N RRACRAMOUTC OMEY INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TAHUN SATOAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN
KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR
2024 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
UNSUR WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN 6.743.239.328 5.783.347.586 5.848.150.473 6.136.235.185 6.438.724.133 6.758.828.401
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6.743.239.328 5.783.347.586 5.848.150.473 6.136.235.185 6.438.724.133 6.758.828.401
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.699.146.128 5.214.608.486 5.279.411.373 5.466.139.775 5.620.151.623 5.740.255.891
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan ®
pada Unit Kerja Pelayanan Administrasi Perkantoran i & o e oy oy 100 Y
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - = 11.500.000,00 = 23.250.000 23.250.000
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang 100 % 100 100 100 100 100 100
dan dilaporkan tepat waktu disusun dan dilaporkan tepat waktu
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 ~ 0 R 4 3.500.000 0 R 4 3.850.000 4 3.850.000
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKP
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 Laporan 0 0 2 0 2
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD P - - 4.000.000 - 2 4.400.000 4.400.000
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0 ~ 0 ~ 4 4.000.000 0 R 10 15.000.000 10 15.000.000
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 4.362.294.306 4.353.210.950 4.359.055.445,00 4.353.210.950 4.398.650.972 4.398.650.972
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Layanan Administrasi Keuangan
Daerah dengan baik Perangkat Daerah & e o oy oy oy 100 oy
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
. N . Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan
TSR CLl R T IEw A5 ASN 24 OrangBulan | 25 | 4367904306 | 2° | 4.353.210950 26 4.359.055.445 26 4.353.210.950 26 4398650972 | 28 | 4398650972
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 49.936.000 = = = 47.600.000 57.600.000
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan @
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah EmEy # Wy 1y Ay iy 100 oy
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapan Kelengkapan 61 Paket 63 28.905.000 0 - 0 - 0 - 63 37.600.000 63 37.600.000

Bab IV
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1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang 4 Orang 10 0 0 0 >
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 21.031.000 - - - 2 10.000.000 10.000.000
1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 7 Orang 0 0 0 0 >
Peraturan Perundang- Undangan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - - - - - - 10.000.000
ST AN AT WD (R e R 432.607.350 153.754.600 201.212.992,00 238.922.389 257.243.421 267.347.689
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Persentase Pelayanan Administrasi Umum
Daerah Perangkat Daerah B e ey ey ey ey 100 ey
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4 Paket 2 5 5 5 5
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan 14.176.400 2.399.300 2.399.300,00 2.639.230 5 2.639.230 2.639.230
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yan
EEERE R e = G (Rl e (e Disediakan gror yene 5 Paket 2 121.709.450 ’ 14.145.700 ’ 64.004.092,00 ’ 70.404.501 7 70.404.500 ’ 70.404.500
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yan
WG RRETEN L (R TN Disediakan 992 veng N Paket 2 19.195.000 5 7.993.500 5 7.993.500,00 N 8.792.850 6 8.792.850 5 8.792.850
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 36.283.000 4 13.365.000 4 13.365.000,00 4 14.701.500 4 14.701.500 4 14.701.500
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yan
U A N CEE e (I (R e Disediakan o % yene 5 Paket 2 63.078.500 2 21.538.100 2 21.538.100,00 2 23.691.910 2 23.691.910 2 23.691.910
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 1300 Dokumen 0 0 0 5 5
undangan Perundang-Undangan yang Disediakan - - - 10.000.000 5 10.000.000 10.000.000
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
Terlaksan_anya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 50 Laporan 50 12 12 12 12
Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD 178.165.000 94.313.000 91.913.000,00 108.692.398 12 127.013.431 137.117.699
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah = = = 30.000.000 40.000.000 90.000.000
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah < o 20 2y 2y ALY 100 Ay
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 ~ 0 R 0 R 0 R 2 10.000.000 2 10.000.000
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

. . A Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yan: .
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Disediakan va yang 0 Unit 0 ~ 0 R 0 R 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000
1.06.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
I:ir'.slﬁ;i‘l‘anya Cealy [y nn EEgmE Jumlah Bangunan Gedung/Kantor Yang Diadakan 0 Unit 0 ~ 0 R 0 R 0 R R R 1 50.000.000
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 742.438.472 664.342.936 664.342.936,00 671.376.436 730.777.230 730.777.230
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjan
Daerah Y ne Urusan Pemerir?tah Daeyrah Y ne SBAY 0 &y — o Ay 100 ——
1.06.01.208.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Vel ET L e S Y e i/renr]\?\:‘rat taporan  Penyedaan  Jasa - Surat 800 Laporan 800 11.000000 | 100 2.200.000 100 2.200.000,00 100 2.420.000 100 2420000 | 100 2.420.000
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 6 Laporan 1 3 3 3 3
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Disediakan 81.430.536 48.885.000 48.885.000,00 53.773.500 3 53.773.500 53.773.500
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan
dan_Perlengkapan Kantor
Tersedianya Laporan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 1 Laporan 3 3 3 3 3
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20.520.000 19.250.000 19.250.000,00 21.175.000 3 21.175.000 21.175.000
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

T EEHEE e BRI Wi i Kantor yanz Disediakan Y 7 Laporan 1 629.487.936 8 594.007.936 8 594.007.936,00 8 594.007.936 8 653.408.730 8 653.408.730
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1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.870.000 43.300.000 43.300.000,00 172.630.000 122.630.000 172.630.000
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah P jang Urusan Pemerintahan Daerah o o o oy 4y iy 100 o
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
dan Pajak Ke_ndaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan 10 Unit 10 55.117.500 10 17.500.000 10 17.500.000,00 10 19.250.000 10 19.250.000 10 19.250.000
Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 4 Unit 4 4 4 4 4
atau Lapangan Perizinannya 56.752.500 25.800.000 25.800.000,00 28.380.000 4 28.380.000 28.380.000
1.06.01.209.05 - Pemeliharaan Mebel
Tersedianya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 ~ 0 ~ 0 R 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin . . L .
Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 . 0 . 0 _ 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 Uniit 0 0 0 1 1
Prasarana_Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi - - - 100.000.000 1 50.000.000 100.000.000
S AR RS ARG 329.792.100 121.715.100 121.715.100 133.886.610 133.886.610 183.886.610
. . 1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang o
Meningkatnya pemberdayaan sosial meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial 0 % 100 100 100 100 100 100
2. Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang o
meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial © o o o oy oy 100 1wy
3. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib o
perizinan Pengumpulan Sumbangan 42,50 % 100 100 100 100 100 100
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam
Daerah Kabupaten/ Kota 19.639.000 10.037.000 10.037.000,00 11.040.700 11.040.700 11.040.700
Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis
VeHElGETErE D oL Sl Gt Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang 42,50 % 100 100 100 100 100
Daerah Kabupaten/ Kota 100
atau Barang
1.06.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Penerbitan 1zin Undian Gratis Berhadiah dan 17 Dokumen 20 15 15 15 15
T U e s Pengumpulan Uang atau Barang 19.639.000 10.037.000 10.037.000,00 11.040.700 15 11.040.700 11.040.700
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota 310.153.100 111.678.100 111.678.100 122.845.910 122.845.910 172.845.910
Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota Daerah Kabupaten/ Kota o w0 o oy 4y oy 100 Y
1.06.02.2.03.0001 - Peningkatan Kemampuan Potensi
Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/
Kota
. . a a Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas
Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial ) b
Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan 12 Orang 10 - R - R - R - R - R
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 16.594.100
1.06.02.2.03.0002 - Peningkatan Kemampuan Potensi
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang 14 Oran 10 B B R R R
Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 9 12.058.000 - - - - -
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya 5 Keluarga 5 2 2 2 >
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 19.205.500 17.694.500 17.694.500,00 19.463.950 2 19.463.950 19.463.950
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota.
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat 9 Lembaga 6 6 6 6 7 gfgggr:a':]an
Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 257.755.500 70.393.600 70.393.600,00 77.432.960 6 77.432.960 127.432.960 prioritas SR
1.06.02.2.03.0005 - Peningkatan Kemampuan Sumber
Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
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5 q Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan " h
Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Konsultasi Kese]ahteraan Kelgarga (LK3)_¥ang 1 Sertifikat 2 2 2 2 2
Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota mendapat peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam 4.540.000 9.905.000 9.905.000,00 10.895.500 2 10.895.500 10.895.500
9 9 P penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.0006 - Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan
Kewenangan Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat,
Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan pekerja sosial, pgkerja soslal_masyarakat dan/atau - Orang - ~ 20 13.685.000 20 13.685.000,00 20 15.053.500 20 15.053.500 20 15.053.500
Kabupaten/Kota TKSK yang meningkat kapasitasnya
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA
NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 5.699.000 3.823.000 3.823.000,00 3.823.000 4.205.300 4.205.300
M(_enlngkamya Ia_yanan penanganan warga negara Persentase Warga Negara_Mlgran Korban Tindak 100 % 100 100 100 100 100
migran korban tindak kekerasan Kekerasan yang tertangani 100
1.06.03.2.01. - Pemulangan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di
Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke 5.699.000 3.823.000 3.823.000,00 3.823.000 4.205.300 4.205.300
Desa/ Kelurahan Asal
Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak
Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di
Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa gy W gy ey ey iy 100 gl
Desa/ Kelurahan Asal /Kelurahan Asal
1.06.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemulangan Warga
Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik
Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
L 9 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak
Terfaslllt&_\slnya Pemulangan Warga Negara lgEw Kekerasan [?alamgdan Lugr Negeri yang dipulangkan
K_o_rban Tlndak_Kt_ekerasan Dala_m _dan LY 3] o dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk 2 Orang 3 3 3 3 3
Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan 5.699.000 3.823.000 3.823.000,00 3.823.000,00 3 4.205.300 4.205.300
ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
LS = FROERAY REFACNLIZAS) SesliL 232.185.000 145.673.500 145.673.500,00 171.127.500 221.240.850 271.240.850
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial e 95 % 100 100 100 100 100 1o0
2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya yana ferp B L Wy 1w &y 1y 100 g0
iés‘?{:ﬁg;azgsﬁwys Usia Terlantar yang terpenuhi o5 % 100 100 100 100 100 100
4. Persentase Gelandangan Pengemis yan
terpenuhi kebutuhan dagarnya ¢ yand b K doy 1wy 1w 1oy 1oy oy
5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 60,71 % 100 100 100 100 100 100
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
1.06.04.2. - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar 199.083.500 141.133.500 141.133.500,00 141.133.500 155.246.850 205.246.850
Panti Sosial
Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi
ang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
tyerlgntar. Anak Te?lantar, Lgnjut Usgia Terlantar serta Lanjyut Usiaql'erlamar. dan Gelandangan Pengemis g8 e o oy oy geg 100 iy
Gelandangan Pengemis diluar panti di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan penguatan
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi 117 Orang 140 70 70 70 75 100 program
Kabupaten/Kota Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 40.686.000 26.477.000 26.477.000,00 26.477.000 29124700 79124700 prioritas SPM
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang
. . n Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam E .
1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota EZSQ?‘;ZZQ k:é’:’;’;?exfgg aTerSEd'a dalam 1 Tahun 10 Orang 25 3.696.500 10 11.406.000 10 11.406.000,00 10 11.406.000 12 12.546.600 12 12.546.600
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat
dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan 19 Orang 20 10 10 10 12
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 45.239.000 24.340.000 24.340.000,00 24.340.000 12 26.774.000 26.774.000
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi
Keluarga
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 5 Orang 23 20 20 20 25
Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 30.508.000 23.563.000 23.563.000,00 23.563.000 25 25.919.300 25.919.300
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan 4 Orang 5 3 3 3 4
Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 15.613.000 9.777.000 9.777.000,00 9.777.000 4 10.754.700 10.754.700
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial
Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,
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Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
UEELEEET R Pemberia_n Bi_mbingan Sastlicgms Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak o
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penyandgmg Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,_ 2 Orang 10 8 8 8 10
Pen emié e mth d Kem}enan o Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 39.513.000 26.454.500 26.454.500,00 26.454.500 10 29.099.950 29.099.950
9 Y- & dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota 4 9 P
1.06.04.2.01.0007 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu
Identitas Anak
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan "
DokF:Jmen K):ependugLX(angbagi Penyandang Disabilitas \,]\‘umlah O(;azg yang ;jreépinuhklﬁtebutulh?‘n Pergbuatan
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Nimﬁr(;n u Kepedn udukan, K ba K_ea |ran,d urat 5 Orang 10 0 0 0 0
Gelandangan dan Pengemis Kewenangan ikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang 400.000 - - - - - -
Kabupaten/Kota Disabilitas ~Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan
Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan 4 Orang 5 2 2 2 3
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 10.500.000 260.000 260.000,00 260.000 3 286.000 286.000
1.06.04.2.01.0009 -Pemberian Layanan Data dan
Pengaduan
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan a1 Orang 10 10 10 10 10
Kewenangan Kabupaten/Kota Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.979.000 1.580.000 1.580.000,00 1.580.000 10 1.738.000 1.738.000
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 6 Orang 5 5 5 5 6
Kewenangan Kabupaten/Kota Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000 900.000 900.000,00 900.000 6 990.000 990.000
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran
Keluarga
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 0 Orang 5 5 5 5 5
Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 400.000 2.349.000 2.349.000,00 2.349.000 5 2.583.900 2.583.900
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan 7 Orang 7 10 10 10 10
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 10.349.000 13.827.000 13.827.000,00 13.827.000,00 10 15.209.700 15.209.700
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen
Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan
dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan
Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 0 Oran, 0 3 3 3 3
Gelandangan dan Pengemis liewenangan Gelandangan dan Pengemis iéewenangan o - 200.000 200.000,00 200.000 3 220.000 220.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti 33.101.500 4.540.000 4.540.000,00 29.994.000 65.994.000 65.994.000
Sosial
Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Persentase Layanan yang dipenuhi bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS; Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS;
Lainynya Bl Cearioe ) AT s NAPZ,(A di ) Lainynya St Coarioet 1) AR by NAPZ;\ di ) GO w0 o o oy geg 100 iy
Luar Panti Sosial Luar Panti Sosial
1.06.04.2.02.0001 - Penyediaan Permakanan
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi 10 Orang 20 0 0 10 10
& & P Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 5.310.000 - - 5.000.000 10 5.000.000 5.000.000
1.06.04.2.02.0002 - Penyediaan Sandang
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Jumlah orang yang Menerima pakaian dan
Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 0 Orang 0 0 0 5 5
¢ = tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 3 3 B 5.000.000 5 5.000.000 5.000.000
1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan
di Luar Panti
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 0 Orang 0 0 0 4 4
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota - - B 5.000.000 4 5.000.000 5.000.000
1.06.04.2.02.0004 - Pemberian Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan 50 Orang 0 0 0 0 5
dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 5 5.000.000 5.000.000
1.06.04.2.02.0005 - Pemberian Bimbingan Sosial
Kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial
(PMKS)Lainya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
diluar Panti Sosial
Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga 1 Orang 7 0 0 5 5
Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainya 27.791.500 - - 10.000.000 5 15.000.000 15.000.000
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Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.0006 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu
Identitas Anak
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi 0 Orang 0 0 0 0 10
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - - - - 10 1.000.000 1.000.000
Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan _dan Kesehatan Dasar
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan 0 Orang 0 0 0 0 12
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 3 3 B B 12 5.000.000 5.000.000
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Pelayanan Penelusuran
Keluarga
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 0 orang 0 0 0 0 5
Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 5 5.000.000 5.000.000
1.06.04.2.02.0009 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi
Keluarga
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 5 Orang 0 0 0 0 2
Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 2 15.000.000 15.000.000
1.06.04.2.02.0010 - Kerja Sama antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten /Kota
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama antar Lembaga dan
dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Ezgn\llr:g?evwﬁ;éal\;n Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial 2 Dokumen 0 B 3 4.540.000 3 4.540.000,00 3 4.994.000 3 4.994.000 3 4.994.000
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL 192.814.000 150.000.000 150.000.000,00 165.200.000 229.833.000 279.833.000
E . q q Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial kebutuhan dasamya yang terp 88,63 % 100 100 100 100 100 100
Ez‘;zﬁ;zﬂpzﬂiﬁmiw"fa’"‘ penamen st 0 % 100 100 100 100 100 100
Per Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan dan Pe¥1dagtaan Data Fakir Miskin © % w w o " " "
Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima
Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari 0 % 1 15 2 2,5 8] 3
Kemiskinan
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten /Kota 192.814.000 150.000.000 150.000.000,00 165.200.000 229.833.000 279.833.000
Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Cakupan éaerathabupaten /Kota Daerah Kabupatgen /Kota P s w o oy 1y Y 100 Y
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota Orang
Kabupaten/Kota yang Didata 41.046 40.000 39.440.000 39.500 48.607.000 39.000 48.607.000,00 38.500 48.607.000,00 38.000 53.467.700 38.000 53.467.700
1.06.05.2.02.0002 - Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Keluarga 0 0 0 0
Daerah Kabupaten/Kota Fakir Miskin Kabupaten/Kota 18.393 18.084 86.319.000 - - - - - -
1.06.05.2.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan
Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan 18.393 Orang 7.814 64.815.000 7714 29.170.000 7.614 29.170.000,00 7.500 29.170.000,00 7.400 50.000.000 7.000 100.000.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat
IZ:Jgeer::;nnLaar? 'Eak"fnfm".gnﬂﬂa?:ff&k;25&"5:22" Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Orang 50 20 20 50 50
Kabupaten/Kota Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2.240.000 2.800.000 2.800.000,00 18.000.000 50 50.000.000 50.000.000
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang
Daerah Kabupaten/Kota Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan Usulan 0 R 4 69.423.000 4 69.423.000,00 4 69.423.000,00 4 76.365.300 4 76.365.300
yang dilaksanakan
L8 - ARGERAN FEANSANAN e 237.723.500 119.242.500 119.242.500,00 164.944.800 198.293.250 248.293.250
1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan /
Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada 100 % 100 100 100 100 100 100
saat dan setelah tanggap darurat bencana
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2. Persem‘ase Masyajaka_t di daerah rawan bencana 0 % 100 100 100 100 100 100
yang meningkat kesiapsiagaannya
3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan
Layanan Pemulihan Sosial yena i v e ey ol ey e e ey
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota 173.379.500 87.450.500 87.450.500,00 133.152.800 163.322.050 213.322.050
. K Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi
Teraksananya Perindungan Sosial Korban Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan 100 % 100 100 100 100 100 100
Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan
LEEZ?ZZT::‘/ME;::T?” ;Z;‘i '\Dﬂ:rzf:tp(a;::up:gg:nk;"a" =2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakana_n 3x1 S?onggrgan[]an
Kewenangan Kabupaten/Kota E:&gg;gxf;blzgtgeg;‘:(g:mm (Pengungsian) 164 Orang 100 46.080.000 50 21.996.000 50 21.996.000,00 100 45.000.000 100 50.000.000 150 100.000.000 gri(:ritas Huma
etang
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan
Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa 51 Orang 60 30 30 35 35
Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana 35.630.200 19.411.000 19.411.000,00 25.000.000 35 21.352.100 21.352.100
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan
Pengungsi
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan 11 Unit 10 10 10 10 10
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 25.275.000 21.048.000 21.048.000,00 23.152.800 10 23.152.800 23.152.800
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi
Kelompok Rentan
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus Jurqlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus 35 Orang 20 10 10 10 10
bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 51.000.000 17.106.500 17.106.500,00 20.000.000 10 18.817.150 18.817.150
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Jumlah Korb;n Ben(_:ana yang Mendapatkan Layanan 164 Orang 100 50 50 100 100
Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 15.394.300 7.889.000 7.889.000,00 20.000.000 100 50.000.000 50.000.000
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
Kabxpalenmma a psiag 64.344.000 31.792.000 31.792.000,00 31.792.000 34.971.200 34.971.200
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan .
Masyarakat tarhad ayp Kegigpsiagaan Eeere z;';i?;gzet gﬁ:d‘;z“bﬁ'é’;:‘as;:g; i?bclﬁ’;fayang 92,96 % 100 100 100 100 100 100
Kabupaten/ Kota
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi,
Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 2 Kampung 2 2 2 2 2
R Kewenangan Kabupaten /Kota 31.158.000 12.876.000 12.876.000,00 12.876.000,00 2 14.163.600 14.163.600
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,
Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 64 Orang 69 69 69 69 69
R Kewenangan Kabupaten/Kota 33.186.000 18.916.000 18.916.000,00 18.916.000,00 69 20.807.600 20.807.600
1.06.07 - PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN 45.879.600 28.285.000 28.285.000,00 31.113.500 31.113.500 31.113.500
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan s:;zz’:iﬁkmman izl PETENER yemg it 77,78 % 100 100 100 100 100 100
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota 45.879.600 28.285.000 28.285.000,00 31.113.500 31.113.500 31.113.500
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Pahlawan Naysional Kabupaten/ Kota Nasional Kabupaten/ Kota VoS i o oy 4y oy 100 Y
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional 1 Dokumen 2 2 2 2 2 2
Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota 35.020.100 14.521.000 14.521.000,00 15.973.100 15.973.100 15.973.100
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada 3 Makam 1 1 1 1 1 1
Nasional Kabupaten/Kota Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 4.735.500 7.494.000 7.494.000,00 8.243.400 8.243.400 8.243.400
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam 3 Laporan 1 1 1 1 1 1
Nasional Kabupaten/Kota Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 6.124.000 6.270.000 6.270.000,00 6.897.000 6.897.000 6.897.000
6.743.239.328 5.783.347.586 5.848.150.473 6.136.235.185 6.438.724.133 6.758.828.401
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4.2 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
4.2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan program dan kegiatan

yang mendukung program prioritas pembangunan nasional. Penjabarannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4

Integrasi Program Prioritas Presiden dengan Program Nomenklatur

Program Program Hasil Terbaik B
Program Nasional Priori Strategis Program Outcome Kegiatan Sub Kegiatan Keterangan
rioritas Cepat 3
Nasional
Memperkuat pembangunan sumber daya Penguatan Membangun sekolahsekolah - Sekolah | Perlindungan Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Pengelolaan Data Fakir Miskin Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat
manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, unggul terintegrasi di setiap Rakyat dan Jaminan Perlindungan Miskin Cakupan Daerah Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (KPM)
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, Sains, dan kabupaten, dan memperbaiki Sosial dan Jaminan Kabupaten /Kota
kesetaraan gender, serta penguatan peran Teknologi, sekolah sekolahyang perlu Sosial
perempuan, pemuda (generasi milenial dan serta renovasi (PHTC 4)
generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN Digitalisasi (PP
4) 8)
Fasilitasi Bantuan Sosial Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga
Kesejahteraan Keluarga Harapan (PKH), Sembako, PBI dan Bansos
lainnya
Pemberdayaan Meningkatnya Pengembangan Potensi Peningkatan Kemampuan Potensi Pemberdayaan PSKS Kelembagaan Sekolah
Sosial pemberdayaan Sumber Kesejahteraan Sumber Kesejahteraan Sosial Rakyat
sosial Sosial Daerah Kelembagaan Masyarakat
Kabupaten /Kota Kewenangan Kabupaten/ Kota
Membangun dari desa dan dari bawah Pemberantasan Melanjutkan dan Optimalisasi Pemberdayaan Meningkatnya Pengumpulan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Sosialisasi penyelenggaraan
untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan Kemiskinan menambahkan program Pelaksanaan Sosial pemberdayaan Sumbangan dalam Penerbitan Izin Undian Gratis perizinan pengumpulan uang / barang dan
ekonomi, dan pemberantasan (PPS) kartu-kartu kesejahteraan Pengentasan sosial Daerah Kabupaten/ Berhadiah dan Pengumpulan Uang | perizinan undian gratis berhadiah, Penertiban
kemiskinan.(PN6) sosial serta kartu usaha Kemiskinan Kota atau Barang PUG dan UGB dalam mendukung pelayanan
untuk menghilangkan dan kesejahteraan sosial, dan pembuatan Surat
kemiskinan absolut (PHTC 5) Penghapusan Rekomendasi PUB
Kemiskinan
Ekstrem

Pengembangan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial Daerah
Kabupaten /Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Keluarga Kewenangan
Kabupaten /Kota

Pelatihan /pertemuan peningkatan kapasitas
PSKS Keluarga,Assesment KPM yang
diintervensi dan Bantuan Stimulan
Pengembangan Usaha Keluarga

Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/ Kota

Kegiatan pengembangan komepetensi Relawan
Sosial, sosialisasi nilai nilai kepahlawaan pada
pelajar sma/smk, Kelembagaan pelestarian
nilai nilai Keperintisan Sosial, Akreditasi LKS,
monev karang taruna, penindakan LKS dan
Verval LKS, MOnitoring dan Evaluasi LKS/
Verifikasi Tanda Daftar LKS dan Pelembagaan
Sekolah Rakyat

Peningkatan Kemampuan Sumber
Daya Manusia dan Penguatan
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)

Sertifikasi kelembagaan LK3 dan uji
kompetensi anggota LK3 dan fasilitasi dalam
penanganan kasus keluarga bermasalah sosial

Bab IV 87




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Sosial Tahun 2073 - 2079

Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Perseorangan Kewenangan
Kabupaten/ Kota

Peningkatan kapasitas penyuluh sosial,
penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial,
pekerja sosial masyarakat dan/atau TKSK

Rehabilitasi
Sosial

Meningkatnya
Rehabilitasi
Sosial

Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar serta
Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial

Penyediaan Permakanan

Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi Minimal bagi Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis

Penyediaan Sandang

Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan
Lainnya bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta
Gelandangan Pengemis

Penyediaan Alat Bantu

Penyediaan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
Sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar serta Gelandangan Pengemis

Pemberian Pelayanan Reunifikasi
Keluarga

Pemberian Pelayanan reunifikasi Keluarga bagi
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta
Gelandangan Pengemis

Pemberian Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual, dan Sosial

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial dan Pemberian Pelatihan bagi Anak
Terlantar / Anak Putus Sekolah di Panti Sosial
Bina Remaja (PSBR)

Pemberian Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar bagi Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar serta Gelandangan Pengemis

Pemberian Layanan Data dan
Pengaduan

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan bagi
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta
Gelandangan Pengemis

Pemberian Layanan Kedaruratan

Pemberian Pelayanan Kedaruratan bagi
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta
Gelandangan Pengemis

Pemberian Pelayanan Penelusuran
Keluarga

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta
Gelandangan Pengemis

Pemberian Layanan Rujukan

Pemberian Layanan Rujukan bagi Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Akta Kelahiran,
Surat Nikah, dan Kartu Identitas
Anak

Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan
bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan
dan Pengemis

Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/ AIDS dan

Penyediaan Permakanan

Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi Minimal bagi PPKS
lainnya
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Penyediaan Sandang

Penyediaan pakaian dan kelengkapan
lainnya bagi PPKS lainnya

Penyediaan Perbekalan Kesehatan
di Luar Panti

Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan
bagi PPKS lainnya

Pemberian Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial bagi PPKS lainnya

Pemberian Bimbingan Sosial
Kepada Keluarga Penyandang
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)Lainya bukan korban
HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti
Sosial

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Kesejahteraan Sosial
(PMKS)Lainya bukan korban HIV/AIDS dan
NAPZA diluar Panti Sosial

Fasilitasi Pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu
Identitas Anak

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas
Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS

Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar bagi PPKS lainnya

Pemberian Pelayanan Penelusuran
Keluarga

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga bagi PPKS lainnya

Pemberian Pelayanan Reunifikasi
Keluarga

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
bagi PPKS lainnya

Kerja Sama antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Kabupaten
/Kota

Kerja Sama dengan Balai / Panti Rehabilitasi
Sosial / Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa

Perlindungan
dan Jaminan
Sosial

Meningkatnya
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial

Pengelolaan Data Fakir
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten /Kota

Pendataan Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota

Sosialisasi, Verifikasi dan Validasi data calon
KPM dan Pembinaan Operator pengelola data

Fasilitasi Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga

Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga
Harapan (PKH), Sembako, PBI dan Bansos
lainnya

Fasilitasi Bantuan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat

Verivali kelayakan dan Fasilitasi penyaluran
Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten /Kota

Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat
(KPM)

Penanganan Meningkatkan Perlindungan Sosial Penyediaan Makanan Penyediaan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
Bencana perlindungan Korban Bencana Alam Tanggap Darurat (Pengungsian)
sosial korban dan Sosial Kabupaten/
bencana Kota
Penyediaan Sandang Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat
(Pengungsian) dan Pasca Bencana
Penyediaan Tempat Penampungan Penyediaan Tempat Pengungsian untuk
Pengungsi Korban Bencana
Penanganan Khusus bagi Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
Kelompok Rentan dan Bantuan untuk Kelompok Rentan
Pelayanan Dukungan Psikososial Pemberian Layanan Dukungan Psikososial dan
Bantuan sosial
Penyempurnaa Mendirikan Badan Pengendalian Perlindungan Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Fasilitasi Bantuan Sosial Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga
n Sistem Penerimaan Negara dan Inflasi dan Jaminan Perlindungan Miskin Cakupan Daerah Kesejahteraan Keluarga Harapan (PKH), Sembako, PBI dan Bansos
Penerimaan meningkatkan rasio Sosial dan Jaminan Kabupaten /Kota lainnya
(PP 2) penerimaan negara terhadap Sosial

produk domestik bruto (PDB)
ke 23% (PHTC 8)

Fasilitasi Bantuan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat

Verivali kelayakan dan Fasilitasi penyaluran
Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
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Pemberdayaan Meningkatnya Pengembangan Potensi Peningkatan Kemampuan Potensi Pelatihan/pertemuan peningkatan kapasitas
Sosial pemberdayaan Sumber Kesejahteraan Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS Keluarga,Assesment KPM yang
sosial Sosial Daerah Keluarga Kewenangan diintervensi dan Bantuan Stimulan
Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota Pengembangan Usaha Keluarga

4.2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan program dan kegiatan

yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Penjabarannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Integrasi Program Prioritas Gubernur dengan Program Nomenklatur

No

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Program Prioritas Gubernur Program Outcome Kegiatan Sub Kegiatan Proyek Strategis Lokasi
8 ort ! u g Y gt Y gl Y g ! Volume Pagu Volume Pagu Volume Pagu Volume Pagu Volume Pagu Volume

Pagu

Kalteng Bermartabat

- Meningkatkan pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan
termasuk menembus
keterisolasian daerah pedalaman
dan pesisir

- Memperluas sosialisasi
diberbagai instansi dan kalangan
masyarakat agar menjunjung spirit
hidup beradat dalam
berkompetensi diberbagai bidang
guna membangun masyarakat
kalteng yang berdaya saing

2 Betang Maju
- Pembangunan 1000 km jalan
desa
- Revitalisasi infrastruktur lintas
kota/kabupaten
- Pembangunan delta kalteng
ekonomi eksklusif
- Peningkatan infrastruktur air
bersih desa
- Peningkatan akses listrik desa,
100% bersinar
- Akses sinyal dan internet di
daerah pedalaman

3 Betang Makmur
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- 2 juta rupiah per KK bantuan Perlindung Meningkat Pengelolaan Pengelolaan Pemutakhiran Kab. 40.000 39.500 39.000 38.500 38.000 38. 000
pangan an dan nya Data Fakir Data Fakir data Keluarga Seruyan orang 39.440. orang 48.607. orang 48.60 orang 48.607 orang 53.467. orang 53.467.
Jaminan Perlindung Miskin Miskin Cakupan Penerima 000 000 7.000 .000 700 700
Sosial an dan Cakupan Daerah Manfaat (KPM)
Jaminan Daerah Kabupaten/Kot
Sosial Provinsi a
- Operasi pasar murah
- 250 miliarder muda baru
- Milenial job center
- Inkubasi UMKM
- Asuransi petani dan nelayan
- Bantuan perahu dan alat
tangkap
Betang Cerdas
- Sekolah/kuliah gratis Perlindung Meningkat Pengelolaan Pengelolaan Pembuatan Surat Kab. 100 0 | 100 0 | 100 0 | 100 0 | 100 0 | 100 0
an dan nya Data Fakir Data Fakir Keterangan Seruyan suket suket suket suket suket suket
Jaminan Perlindung Miskin Miskin Cakupan terdata dalam
Sosial an dan Cakupan Daerah Data Terpadu
Jaminan Daerah Kabupaten/Kot Kesejahteraan
Sosial Provinsi a Sosial
- 1 keluarga harus ada sarjana
- 1000 rumah guru
- Insentif guru agama
- Kalteng mengaji
Betang Sehat
- Berobat gratis berbasis KTP
- Insentif tenaga kesehatan desa
- Revitalisasi puskesmas desa
- Pendampingan ibu hamil dan
pasca hamil
- 1 desa 1 ambulans
Betang Harmoni
- Berdayakan 100 Dewi (Desa
Wisata)
- 150 Milyar Rupiah bantuan
provinsi untuk kabupaten kota
- 250 juta rupiah stimulus desa
- Insentif kepala desa, BPD,
damang, mantir, RT/RW se
kalteng
- Layanan cepat tanggap Penangana Meningkat Perlindungan Penyediaan Penyediaan Kab. 100 50 50 100 100 150
kebakaran lahan dan bantuan n Bencana kan Sosial Korban Makanan Permakanan 3x1 Seruyan orang 46.080. orang 21.996. orang 21.99 orang 45.000 | orang 50.000. orang 100.000
warga perlindung Bencana Hari dalam Masa 000 000 6.000 .000 000 .000
an sosial Alam dan Tanggap Darurat
korban Sosial (Pengungsian)
bencana Kabupaten/
Kota
Penyediaan Penyediaan Kab. 60 30 30 35 35 35
Sandang Pakaian dan Seruyan orang 35.630. orang 19.411. orang 19.41 orang 25.000 | orang 21.352. orang 21.352.
Kelengkapan 200 000 1.000 .000 100 100
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Lainnya yang

Tersedia pada

Masa Tanggap

Darurat

(Pengungsian) dan

Pasca Bencana
Penyediaan Penyediaan Kab. 10 10 10 10 10 10
Tempat Tempat Seruyan orang 25.275. orang 21.048. orang 21.04 orang 23.152 orang 23.152. orang 23.152.
Penampungan Pengungsian 000 000 8.000 .800 800 800
Pengungsi untuk Korban

Bencana
Penanganan Penanganan Kab. 20 10 10 10 10 10
Khusus bagi Khusus bagi Seruyan orang 51.000. orang 17.106. orang 17.10 orang 20.000 | orang 18.817. orang 18.817.
Kelompok Kelompok Rentan 000 500 6.500 .000 150 150
Rentan dan Bantuan

untuk Kelompok

Rentan
Pelayanan Pemberian Kab. 100 50 50 100 100 100
Dukungan Layanan Seruyan orang 15.394. orang 7.889.0 orang 7.889. | orang 20.000 | orang 50.000. orang 50.000.
Psikososial Dukungan 300 00 000 .000 000 000

Psikososial dan

Bantuan sosial

4.2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan program dan kegiatan

yang mendukung program prioritas pembangunan daerah kabupaten. Penjabarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Integrasi Program Prioritas Bupati dengan Program Nomenklatur
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Program Prioritas Janji Politik . . . Lok Vol Vol Vol Vol Vol
Bupati Program Outcome Kegiatan Sub Kegiatan Proyek Strategis asi um Pagu um Pagu um Pagu um Pagu um Pagu Vnc:leu Pagu
e e e e e

1500 Beasiswa Pendidikan Tinggi
D3/D4/S1/S2/S3, 1000 STDB,
dan Wajib Belajar 12 tahun

Transformasi tata kelola
(digitalisasi) keuangan daerah

Pemberdayaan UMKM pada
berbagai sektor

1000 STDB (Surat Tanda Daftar
Budidaya)




Bantuan bibit unggul, pupuk,
alat dan mesin
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Peningkatkan sarana dan
prasarana bidang keagamaan

secara menyeluruh  (semua
agama).

Peningkatan kesejahteraan PNS,
Pegawai Honorer, Unsur
Pemerintahan dan Guru
Keagamaan

Peningkatan sarana prasarana
sekolah  umum, madrasah,
pondok pesantren, sekolah

minggu, dan sekolah keagamaan
lainnya

Peningkatan pelayanan

dasar, infrastruktur, aksesibilitas
/ transportasi, pelayanan
umum, penyelenggaraan
pemerintahan desa

Rehabilitasi
Sosial (SPM)

Meningkatnya
Rehabilitasi
Sosial

Rehabilitasi
Sosial Dasar
Penyandang
Disabilitas
Terlantar,
Anak
Terlantar,
Lanjut Usia
Terlantar
serta
Gelandangan
Pengemis di
Luar Panti
Sosial

Penyediaan
Permakanan

Pemenuhan
Kebutuhan
Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi
Minimal bagi
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar serta
Gelandangan
Pengemis

Kab.
Seru
yan

14

40.686.000

70

26.477.000

70

26.477.000

70

26.477.000 | 75

29.124.700 | 100

79.124.700

Penyediaan
Sandang

Penyediaan Pakaian
dan Kelengkapan
Lainnya bagi
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar serta
Gelandangan
Pengemis

Kab.
Seru
yan

25

3.696.500

10

11.406.000

10

11.406.000

10

11.406.000 | 12

12.546.600 | 12

12.546.600

Penyediaan
Alat Bantu

Penyediaan Alat Bantu
dan Alat Bantu Peraga
Sesuai kebutuhan bagi
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar serta
Gelandangan
Pengemis

Kab.
Seru
yan

20

45.239.000

10

24.340.000

10

24.340.000

10

24.340.000 | 12

26.774.000 | 12

26.774.000

Pemberian
Pelayanan
Reunifikasi
Keluarga

Pemberian Pelayanan
reunifikasi Keluarga
bagi Penyandang
Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut

Kab.
Seru
yan

23

30.508.000

20

23.563.000

20

23.563.000

20

23.563.000 | 25

25.919.300 | 25

25.919.300

Bab IV

93




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029

Usia Terlantar serta
Gelandangan
Pengemis
Pemberian Pemberian Bimbingan Kab.
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Seru 5 15.613.000 3 9.777.000 3 9.777.000 3 9.777.000 4 10.754.700 4 10.754.700
Fisik, Mental, dan Sosial dan yan
Spiritual, dan Pemberian Pelatihan
Sosial bagi Anak Terlantar /
Anak Putus Sekolah di
Panti Sosial Bina
Remaja (PSBR)
Pemberian Pemberian Bimbingan Kab.
Bimbingan Sosial kepada Keluarga Seru | 10 39.513.000 | 8 26.454.500 | 8 26.454.500 | 8 26.454.500 | 10 29.099.950 | 10 29.099.950
Sosial kepada Penyandang Disabilitas yan
Keluarga Terlantar, Anak
Penyandang Terlantar, Lanjut Usia
Disabilitas Terlantar, serta
Terlantar, Anak Gelandangan
Terlantar, Pengemis dan
Lanjut Usia Masyarakat
Terlantar, serta
Gelandangan
Pengemis dan
Masyarakat
Pemberian Fasilitasi Akses ke Kab.
Akses ke Layanan Pendidikan Seru | 5 10.500.000 | 2 260.000 2 260.000 2 260.000 3 286.000 3 286.000
Layanan dan Kesehatan Dasar yan
Pendidikan dan bagi Penyandang
Kesehatan Disabilitas Terlantar,
Dasar Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar serta
Gelandangan
Pengemis
Pemberian Pemberian Layanan Kab.
Layanan Data Data dan Pengaduan Seru | 10 1.979.000 10 1.580.000 10 1.580.000 10 1.580.000 10 1.738.000 10 1.738.000
dan Pengaduan bagi Penyandang yan
Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar serta
Gelandangan
Pengemis
Pemberian Pemberian Pelayanan Kab.
Layanan Kedaruratan bagi Seru 5 200.000 5 900.000 5 900.000 5 900.000 6 990.000 6 990.000
Kedaruratan Penyandang Disabilitas yan
Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar serta
Gelandangan
Pengemis
Pemberian Pemberian Pelayanan Kab.
Pelayanan Penelusuran Keluarga Seru 5 400.000 5 2.349.000 5 2.349.000 5 2.349.000 5 2.583.900 5 2.583.900
bagi Penyandang yan
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Penelusuran Disabilitas Terlantar,
Keluarga Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar serta
Gelandangan
Pengemis
Pemberian Pemberian Layanan Kab.
Layanan Rujukan bagi Seru | 7 10.349.000 | 10 13.827.000 | 10 13.827.000 | 10 13.827.000 | 10 15.209.700 | 10 15.209.700
Rujukan Penyandang Disabilitas yan
Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar serta
Gelandangan
Pengemis
Fasilitasi Fasilitasi Pembuatan Kab.
Pembuatan Dokumen Seru | - - 3 200.000 3 200.000 3 200.000 3 220.000 3 220.000
Nomor Induk Kependudukan bagi yan
Kependudukan, Penyandang Disabilitas
Akta Kelahiran, Terlantar, Anak
Surat Nikah, Terlantar, Lanjut Usia
dan Kartu Terlantar,
Identitas Anak Gelandangan dan
Pengemis
Perlindungan Meningkatnya Pengelolaan Fasilitasi Fasilitasi Bantuan Kab.
dan Jaminan Perlindungan Data Fakir Bantuan Sosial Sosial Program Seru 7.8 64.815.000 | 7.7 29.170.000 | 7.6 29.170.000 | 7.5 29.170.000 | 7.4 50.000.000 | 7.000 100.000.000
Sosial dan Jaminan Miskin Kesejahteraan Keluarga Harapan yan 14 14 14 00 00
Sosial Cakupan Keluarga (PKH), Sembako, PBI
Daerah dan Bansos lainnya
Provinsi
Penanganan Meningkatkan Perlindungan Penyediaan Penyediaan Kab.
Bencana perlindungan Sosial Makanan Permakanan 3x1 Hari Seru 10 46.080.000 | 50 21.996.000 | 50 21.996.000 | 10 45.000.000 | 10 50.000.000 150 100.000.000
(SPM) sosial korban Korban dalam Masa Tanggap yan 0 0 0
bencana Bencana Darurat (Pengungsian)
Alam dan
Sosial
Kabupaten/
Kota
Penyediaan Penyediaan Pakaian Kab.
Sandang dan Kelengkapan Seru | 60 35.630.200 | 30 19.411.000 | 30 19.411.000 | 35 25.000.000 | 35 21.352.100 | 35 21.352.100
Lainnya yang Tersedia yan
pada Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian)
dan Pasca Bencana
Penyediaan Penyediaan Tempat Kab.
Tempat Pengungsian untuk Seru | 10 25.275.000 | 10 21.048.000 | 10 21.048.000 | 10 23.152.800 | 10 23.152.800 | 10 23.152.800
Penampungan Korban Bencana yan
Pengungsi
Penanganan Penanganan Khusus Kab.
Khusus bagi bagi Kelompok Rentan Seru | 20 51.000.000 | 10 17.106.500 | 10 17.106.500 | 10 20.000.000 | 10 18.817.150 | 10 18.817.150
Kelompok dan Bantuan untuk yan
Rentan Kelompok Rentan

Bab IV

95




Pelayanan
Dukungan
Psikososial

Pemberian Layanan
Dukungan Psikososial
dan Bantuan sosial

Kab.
Seru
yan

10

15.394.300

50

7.889.000

50

7.889.000
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10

20.000.000 | 10

50.000.000

100

50.000.000

Pembangunan dan peningkatan
kapasitas perekonomian pada
berbagai sektor utama,
termasuk  pendirian BUMD,
Pendirian Perseroan Terbatas
bidang Pertanian, Perkebunan,
dan Perikanan, serta
pengembangan BUMDES

10

Keberlanjutan Islamic Center
dan Pelabuhan Sigintung

11

Peningkatan Jaringan Listrik,
Telekomunikasi, Internet, dan
Air Bersih untuk Semua
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4.3 INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TAHUN 2025-

2029

4.3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan
sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi
gambaran komitmen Dinas Sosial dalam menetapkan kinerja untuk
mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah dinas Sosial
sekaligus dukungan terhadap pencapaian target tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Seruyan Tahun 2025-2029. Untuk periode pembangunan 2025-2029, target
indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran
capaian kinerja Dinas Sosial setiap tahun. Dengan demikian, indikator
kinerja Dinas Sosial dengan target sampai dengan Tahun 2029 disajikan

pada Tabel berikut :

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial kabupaten Seruyan
NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase Pemerlu Pelayanan
1 | Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang % 100 100 100 100 100 100
Tertangani
2 | Nilai SAKIP Dinas Sosial Angka 58 60 62 64 66 66




. 4.3.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial kabupaten Seruyan
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NO.

INDIKATOR

SATUAN

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KET

2

3

4

5

6

7

8

10

Persentase Unit Kerja yang
mendapatkan pelayanan
administrasi Perkantoran

%

100

100

100

100

100

100

Persentase SDM Kesejahteraan
Sosial yang meningkat
kompetensinya dalam pelayanan
sosial

%

100

100

100

100

100

100

Persentase Lembaga di Bidang
Kesejahteraan Sosial yang
meningkat kualitasnya dalam
Pelayanan Sosial

%

100

100

100

100

100

100

Persentase Penyelenggara PUB
/UGB yang tertib perizinan
Pengumpulan Sumbangan dalam
Daerah Kabupaten Seruyan

%

100

100

100

100

100

100

Persentase Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan yang
tertangani

%

100

100

100

100

100

100

Persentase Penyandang
Disabilitas Terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya

%

100

100

100

100

100

100

Persentase Anak Terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya

%

100

100

100

100

100

100

Persentase Lanjut Usia Terlantar
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya

%

100

100

100

100

100

100

Persentase Gelandang dan
Pengemis yang terpenubhi
kebutuhan dasarnya

%

100

100

100

100

100

100

10

Persentase Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)
lainnya di luar HIV/AIDS dan
NAPZA yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya

%

100

100

100

100

100

100

11

Persentase Penerima Manfaat
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya

%

100

100

100

100

100

100

12

Persentase Penerima Manfaat
yang meningkat Kemandirian
Ekonomi

%

100

100

100

100

100

100

13

Persentase Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan dan
Pendataan Data Fakir Miskin

%

70

70

70

70

70

70




14

Persentase Keluarga Miskin dan
Rentan Penerima Perlindungan
Sosial yang Tergraduasi dari
Kemiskinan

%

1,5
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2,5 3 3

15

Persentase Korban Bencana
Alam, Sosial dan / non Alam yang
terpenuhi kebutuhan dasar pada
saat dan setelah tanggap darurat
bencana

%

100

100

100

100 100 100

16

Persentase Masyarakat di daerah
rawan bencana yang meningkat
kesiapsiagaannya

%

100

100

100

100 100 100

17

Persentase Korban Bencana yang
mendapatkan Layanan Pemulihan
Sosial

%

100

100

100

100 100 100

18

Persentase Taman Makam
Pahlawan yang terkelola dengan
baik

%

100

100

100

100 100 100

19

Jumlah Warga Negara
Penyandang Disabilitas yang
Memperoleh rehabilitasi Sosial di
Luar Panti (SPM)

orang

46

46

50

55 60 60

20

Jumlah Warga Negara Anak
terlantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial di luar panti
(SPM)

orang

16

16

20

25 30 30

21

Jumlah Warga Negara lanjut Usia
terlantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial di luar panti
(SPM)

orang

12

12

15

20 25 25

22

Jumlah Warga
Negara/Gelandangan dan
pengemis yang mendapatkan
rehabilitasi sosial di luar panti

orang

10

15 20 20

23

Jumlah warga negara korban
bencana Kab/kota yang
memperoleh perlindungan dan
jaminan sosial pada saat dan
setelah tanggap darurat bencana
bagi korban bencana kab/kota
(SPM

orang

200

200

250

300 350 350

24

Persentase Penurunan Jumlah
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)

%

95

90

85

80 75 75
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4.4 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL
Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan
sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Berdasarkan lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan

umum SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan
Pengemis); serta

2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Penerapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) SPM Sosial
sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengumpulan data sesuai dengan Standar
Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100 seratus persen dari Target dan

Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial
RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial kabupaten/Kotai mencakup 5 (lima)
pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar
Panti;

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan

a & b

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :
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Target SPM Bidang Sosial Tahun 2025-2029

Tabel 4.9

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029

Target Penerima Layanan (orang)

Target NSPK

JenisiiekvananiDasay ocikatonisacapaian tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun
2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
Rehabilitasi sosial dasar Ju:daa: d‘;‘;argdai D;igﬂai:: an
. [penyandang  disabilitas | PV’ g disabriias yang - 46 46 50 55 60 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
. . memperoleh rehabilitasi sosial di
terlantar diluar panti h -
luar panti
Rehabilitasi sosial dasar g;llamnltaahr Wairgaml\elifa;f;gfk
. |anak telantar di luar i 16 16 20 25 30 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
anti re al?l itasi sosial di luar
P panti
Rehabilitasi sosial dasar Juﬁ:lta};ag/taaigaal;llegara lanjut
. [lanjut usia terlantar di usia te yang oo 12 12 15 20 25 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
N memperoleh rehabilitasi
luar panti - - .
sosial di luar panti
Rehabilitasi sosial dasar Jumlah Warga Negara/
. [funa sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang 4 4 10 15 20 100 % 100 % 100 % 100 % 100%
gelandangan dan mendapatkan rehabilitasisosial
pengemis di luar panti di luar panti
Jumlah Warga Negara korban
Perlindungan dan jaminan | bencana Kab/Kota yang
sosial pada saat dan memperoleh perlindungan dan
. |setelah tanggap darurat jaminan sosial pada saat dan 200 200 250 300 350 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
bencana bagi korban setelah tanggap darurat
bencana Kabupaten/Kota. bencana bagi korban bencana
Kabupaten /Kota.
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Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kabupaten Seruyan
yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten
Seruyan pada periode 2025-2029 yang penyusunannya berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Seruyan Tahun 2025-2029.

Penetapan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-
2029 menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam menyusun
Renja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sampai dengan Tahun
2029. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan berisi perencanaan strategis
sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra menjadi acuan dan
pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam
menyusun rencana kerja dan rencana kinerja tahunan. Perencanaan
strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan
akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi
dapat tercapai. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini tujuan dan
sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan menjadi tercapai dan berhasil

dengan baik.

Kuala Pembuang, 19 September 2025

,"‘D_inas Sosial,

E
ﬁa/ Utama Muda (IV/c)
\Niﬂp;19680405 198703 1 001
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